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ABSTRAK 
 
  
NUR WINIDIYAH, B11113062, Kewenangan Fasilitasi Gubernur Dalam 
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (dibimbing oleh 
Ahmad Ruslan sebagai pembimbing satu dan Romi Librayanto sebagai pembimbing 
dua) 
Penulisan  skripsi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pelaksanaan kewenangan 
gubernur dalam hal fasilitasi rancangan perda Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan 
untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap 
hasil fasilitasi rancangan Perda RTH.  
Metode   penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris  dengan  menggunakan  
data  sekunder  yang  terdiri  dari bahan  hukum  primer dan bahan hukum sekunder  
yang  dikumpulkan  melalui  penelitian lapangan.  Data  dianalisis  secara  kualitatif  dan  
deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi selatan. 
Hasil  penelitian ini  menunjukkan  bahwa pelaksanaan kewenangan Gubernur Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam hal fasilitasi rancangan Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
Kabupaten Kepulauan Selayar belum sepenuhnya berjalan. Dan upaya Pemda 
Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap hasil fasilitasi rancangan Perda RTH tersebut 
dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Perda RTH sesua dengan rekomendasi 
hasil fasilitasi dari gubernur, namun Pemda Selayar tidak sepenuhnya mengikuti hasil 
fasilitasi tersebut. 
  
Kata Kunci: pembentukan peraturan daerah, kewenangan gubernur, fasilitasi 
rancangan perda.  
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ABSTRACT 
NUR WINIDIYAH, B11113062, Authority for Governor's Facilitation in Formation of 
Regional Regulations of Selayar Island District (guided by Ahmad Ruslan as First 
Guide  and Romi Librayanto as the Second Guide) 
Writing this thesis aims to determine the implementation of the governor's authority in 
terms of facilitation of local regulation of Selayar Islands regency. And to know the 
efforts of local government of Selayar Islands Regency to result of facilitation of draft of 
RTH Local Regulation. 
The research method used is empirical juridical using secondary data consisting of 
primary law material and secondary law material collected through field research. Data 
were analyzed qualitatively and descriptively. The research location was conducted in 
South Sulawesi Province. 
The results of this study indicate that the implementation of the authority of the 
Governor of South Sulawesi Province in terms of facilitation of the RTH Regulation of 
Selayar Islands Regency has not been fully operational. And Selayar Islands Regional 
Government's efforts on the facilitation of the draft of the RTH Regulation are done by 
perfecting the RTH law draft in accordance with the recommendation of the facilitation 
result from the governor, but Selayar Government does not fully follow the facilitation 
result. 
Keywords: establishment of local regulations, authority of governor, facilitation of 
draft local regulations. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 87 dan Pasal 88, memberikan 
kewenangan kepada gubernur dalam hal fasilitasi rancangan perda kabupaten/kota. 
Adapun pengertian fasilitasi menurut Permendagri tersebut di atas adalah tindakan 
pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan 
teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang 
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri 
dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk 
hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari 
dilakukannya pembatalan. Rancangan peraturan daerah yang dapat difasilitasi yakni 
rancangan perda yang tidak berkaitan dengan keuangan Negara atau sering disebut  
rancangan perda umum1. 
Menurut pasal 15 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan 
peraturan perundang-undangan materi muatan mengenai ketentuan pidana bukan 
hanya dimuat dalam undang-undang saja, tetapi dapat dimuat dalam peraturan 
daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Seperti pada Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan 
Ruang Terbuka Hijau yang penulis peroleh saat melakukan kegiatan pra-penelitian di 
Kantor Balai Kota Makassar Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota 
Makassar pada Pasal 16 membahas tentang ketentuan pidana, yakni sebagai berikut; 
                                                          
1 Lihat Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 88 
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(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana penataan dan pengelolaan ruang 
terbuka hijau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 
yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang terbuka hijau, di pidan penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah); 
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan 
kerugian terhadap harta benda atau kerusaka barang, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); 
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan 
kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 
dan denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 
rupiah); 
(4) Setiap orang yang memanfaatkan ruang terbuka hijau tidak sesuai dengan 
izin pemanfaatan ruang terbuka hijau dari pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah); 
(5) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan 
perubahan fungsi ruang terbuka hijau, pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah); 
 
Menurut Pasal 15 Ayat 2 ketentuan pidana berupa ancaman kurungan paling 
lama 6 bulan sedangkan ketentuan pidana berupa denda paling banyak 50 juta rupiah 
selain itu sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya2. 
Terkait Perda  Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan 
pengelolaan ruang terbuka hijau mengacu pada undang-undang nomor 26 tahun 2007 
tentang penataan ruang. Namun pasal yang memuat ketentuan pidana dalam perda 
tersebut tidak sesuai dengan pasal 69 UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan 
ruang, yakni sebagai berikut: 
1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan 
perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  
                                                          
2 Lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling 
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).  
3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 
kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah)”. 
 
Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan materi muatan pada pasal 
terkait ketentuan pidana antara undang-undang dan peraturan daerah kota tersebut. 
Yang menjadi permasalahan adalah ketika terjadi tindak pidana, pelaku tentu akan 
berdalih bahwa dia melanggar perda bukan undang-undang, karena ketentuan pidana 
dalam perda tersebut lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam 
undang-undang. Sedangkan menurut Asas lex superior derogat legi inferior 
menjelaskan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang 
lebih rendah3. Dan menurut pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang 
pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-
undangan yang berlaku saat ini terdiri atas: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang; 
d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
                                                          
3 Amir ilyas dan Muhammad nursal, 2016, kumpulan asas-asas hukum,pt raja grafindo persada, Jakarta, 
hlm. 2. 
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Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti mekanisme 
fasilitasi rancangan perda yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, dengan 
judul “Kewenangan Fasilitasi Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Selayar”.  
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan gubernur dalam hal fasilitasi rancangan 
peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar? 
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap 
hasil fasilitasi dari gubernur? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan gubernur dalam hal fasilitasi 
rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 
terhadap hasil fasilitasi dari gubernur. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritik 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan serta 
pemikiran yang berguna terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan 
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hukum tata negara pada khususnya tentang Otonomi Daerah dan Pengawasan 
Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  jawaban  atas 
permasalahan yang diteliti. 
2) Hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan  masukan  dan  sumbangan 
pemikiran bagi pemerhati Hukum Tata Negara serta dapat meningkatkan 
wawasan dalam pengembangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum. 
 
E. Keaslian Penelitian 
Berdasarkan hasil pencarian atas penelitian yang telah dilakukan, baik di 
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ataupun pencarian melalui 
internet, terdapat karya ilmiah yang memiliki kemiripan terkait kewenangan gubernur 
dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota, yakni ; R Fragaria Vesca 
Jananta, 2014, Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pembentukan 
Peraturan Daerah Berkaitan dengan Bidang Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, skripsi tidak diterbitkan, Univeristas Jember, 
Jember.  
Dalam skripsi ini membahas Kewenangan   pemerintah   daerah   kabupaten 
dalam membentuk peraturan daerah kabupaten meliputi kewenangan pemerintah 
daerah kabupaten dalam tahapan-tahapan pembentukan   peraturan daerah 
kabupaten meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,  penetapan,  
dan   pengundangan. 
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Dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian terhadap 
mekanisme fasilitasi rancangan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh gubernur 
selaku wakil pemerintah pusat dan melihat juga upaya Pemkab terhadap hasil 
fasilitasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tersebut. Penulis membatasi penelitian ini 
hanya pada rancangan Perda umum dan/atau perda yang tidak berkaitan dengan 
keuangan Negara. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Teori Kewenangan 
1. Pengertian Kewenangan Secara Umum 
Dalam ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, istilah 
“kekuasaan” dan “Wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang”  memiliki arti :  
1) Hak dan kekuasaan bertindak;  
2) Kewenangan kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 
tanggung jawab kepada orang lain:  
3) Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. 
 Sedangkan “kewenangan” memiliki arti : 
1) Hal berwenang. 
2) Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. 
Soerjono Soekanto menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan 
wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dapat 
dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada 
seseorang atau sekemlompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat 
pengakuan dari masyarakat. 
 
2. Kewenangan Pemerintah Daerah 
Pemerintahan daerah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 2 UU 
Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
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prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Lebih lanjut pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 
2014 adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan daerah4.  
Unsur perangkat daerah ini adalah unsur birokratis yang ada di daerah meliputi 
tugas-tugas para kepala dinas, kepala badan, unit-unit kerja di lingkungan pemerintah 
daerah yang sehari-harinya dikendalikan oleh sekretariat daerah5. 
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 
dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat 
yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-
baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan 
kesejahteraan rakyat di semua daerah. Apalagi kondisi geografis, sistem politik, 
hukum, sosial dan budaya, sangat beraneka ragam dan bercorak, di sisi lain Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah-daerah kepulauan dan wilayah 
negara sangat luas. 
Sesuai yang termaktub dalam Pasal 9 UU 23/2014 maka urusan yang menjadi 
kewenangan pemerintahan  terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan 
pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.  Adapun pengertiannya 
adalah sebagai berikut: 
                                                          
4 Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
5 Siswanto Sunarno, .2012,  Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta, hlm. 5 
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1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya 
menjadi kewenangan pemerintah pusat. 
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi 
antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. 
3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. 
Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 UU 
Pemda 2014 meliputi: 
a. Politik luar negri; 
b. Pertahanan; 
c. Keamanan; 
d. Yustisi; 
e. Moneter dan fiscal nassional;dan 
f. Agama 
Sedangkan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana termaktub dalam 
pasal 12 terbagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan 
pilihan. Adapun pengertiannya sebagai berikut: 
1. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan 
degan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan 
pelayanan dasar. 
2. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah 
urusan pemerintahan wajib yang substansinya merupakan pelayanan dasar. 
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Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan 
daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, 
efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip 
tersebut kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 
adalah :  
a. Urusan peerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas Negara; 
b. Urusan pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah provinsi atau lintas 
Negara; 
c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah 
provinsi atau lintas Negara;  
d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 
dilakukan oleh pemerintah pusat; dan/atau 
e. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. 
Selanjutnya berdasarkan prinsip yang dimaksud pada pasal 13 ayat (1) UU 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kriteria urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah provinsi adalah : 
a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; 
b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota; 
c. Urusan pemerintahan yang manfaatnya atau dampak negatifnya lintas daerah 
kabupaten/kota; dan/atau 
d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 
dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi. 
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Sedangkan yang menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
pemeritah daerah kabupaten/kota  adalah : 
a. Urusan pmerintahan yang lokasinya dalam daerah kabuaten/kota; 
b. Urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota; 
c. Urusan pemerintahan yang manfaatnya atau dampak negatifnya hanya dalam 
daerah kabupaten/kota; dan/atau 
d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 
dilakukan oleh kabupaten/kota. 
Sementara di sisi lain dalam menjalankan  pemerintahan daerah harus 
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sehingga prinsip 
pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka melancarkan negara dan dalam rangka 
membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah dikembangan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan 
bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah 
dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi6.   
Prinsip otonomi yang berarti pemberian otonomi kepada daerah hendaknya 
berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan, dan kebijaksanaan yang benar-
benar dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutan nyata-nyata mampu 
mengurus rumah tangganya sendiri. Sementara itu prinsip otonomi daerah dianggap 
perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta 
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan 
keanekaragaman daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
                                                          
6 C.S.T Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 2003, Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi , Jakarta, hlm. 
148 
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mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
melalui peningkatan pelayanan, pembiayaan dan peran serta peningkatan daya saing 
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik 
Indonesia. 
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu 
ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan 
pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, 
peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang 
seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban 
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 
Pemerintahan Negara. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam urusan pemerintahan antara lain 
sebagai berikut7: 
1. Distribusi urusan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dilaksanakan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan 
pemerintahan yang secara absolut dilaksanakan oleh pemerintahan 
(sentralisasi). Berbagai urusan pemerintahan tersebut menyangkut 
kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan, sedangkan 
urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada daerah melekat pada 
kepentingan masyarakat setempat. 
                                                          
7 Widjaja, 2005, Penyelenggaraan otonomi di Indonesia, Jakarta, hlm. 46 
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2. Urusan-urusan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat 
setempat merupakan bagian dari rangkaian urusan pemerintahan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang 
berkesinambungan. Konsep desentralisasi menyiratkan tidak ada satupun 
urusan pemerintahan yang absolut dapat diselenggarakan oleh provinsi 
saja atau kabupaten/kota saja. 
3. Urusan pemerintahan bersifat dinamis dalam penyelenggaraan dan 
distribusinya akan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa. Untuk 
menjamin kepastian hukum, perubahan-perubahan tersebut perlu 
didasarkan atas peraturan perundang-undangan. 
Pelaksanaan prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab berarti bahwa 
pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu8: 
1) Lancar dan teraturnya pembangunan di seluruh wilayah negara; 
2) Sesuai atau tidaknya pembangunan di seluruh wilayah negara; 
3) Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa; 
4) Terjaminnya keserasian hubungan antara pemerintahan pusat dengan 
pemerintah daerah; dan 
5) Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah. 
Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada 
pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi 
kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian, otonomi daerah lebih condong 
merupakan kewajiban daripada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban 
                                                          
8 Ibid, hlm 146  
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melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa 
tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat 
yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual. 
Pemberian otonomi dan tugas pembantuan kepada kepala daerah provinsi, 
kabupaten, dan kota akan menimbulkan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan 
bagi pemerintah daerah tersebut dalam rangka mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sebagai perwujudan dari adanya otonomi dan tugas pembantuan pada 
daerah tersebut. Tugas dan wewenang merupakan dua hal yang saling berhubungan, 
karena tidak ada tugas yang dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya wewenang 
yang jelas, tugas, dan wewenang mempunyai arti tersendiri. 
Antara tugas dan wewenang mempunyai makna yang berbeda karena 
wewenang mempunyai makna yang lebih luas daripada tugas. Oleh karena itu, 
adanya kewenangan yang melekat pada Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah 
Pusat mempunyai dasar untuk melakukan tindakan hukum9. Berkaitan dengan 
tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat maka secara teoritik, 
kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh 
melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat10. 
Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt 
mendefinisikan sebagai berikut: 
a. Attribute: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan 
bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 
pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan). 
b. Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan 
een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu 
organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya). 
                                                          
9 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2005, Pemerintahan Daerah Di Indonesia,  Bandung, hlm. 78-79 
10 Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, hlm.101 
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c. Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen 
door een ander, (mandate terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya). 
 
Segala kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam 
rangka desentralisasi ditentukan harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan 
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan 
kewenangan yang diserahkan tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya 
mengalihkan beban dan tanggung jawab ke daerah, tetapi juga mengalihkan berbagai 
kewenangan dan hak-hak yang dikuasai oleh pusat kepada daerah. Bahkan untuk 
melaksanakan agenda otonomi daerah, pemerintah daerah dan masyarakat daerah 
diberdayakan dengan dukungan fasilitas dan dana yang diperlukan untuk menunjang 
pelaksanaan kebijakan otonomi daerah sebagaimana mestinya11. 
Dalam rangka kewenangan provinsi termasuk pula kewenangan sebagai 
daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan bersifat lintas 
kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan lainnya. 
Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak 
atau belum dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota. Kewenangan provinsi 
sebagai wilayah administratif mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan 
yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Selain itu dapat 
dikatakan bahwa kewenangan pemerintahan dan kewenangan dalam pelaksanaan 
tugas-tugas pembangunan seluruhnya berada ditangan daerah kabupaten dan daerah 
kota. 
 
                                                          
11 Jimly Asshiddiqie, 2011, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Jakrta, hlm . 235. 
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B. Pemerintahan Daerah  
1. Pengertian Pemerintah Daerah 
Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh 
melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan 
yang memerintah sesuatu (daerah Negara) atau badan tertinggi yang memerintah 
suatu Negara, seperti cabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah pemerintahan 
diartikan dengan perbuatan (cara, hal urusan, dan sebagainya) memerintah. (Sri 
Soemantri, 1976: 17). Secara etimologis, dapat diartikan sebagai “tindakan yang terus 
menerus (kontinu) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun 
akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. 
(E. Utrecht, 1986: 28)12. 
Secara yuridis, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah dalam pasal 1 angka 2, Pemerintahan Daerah adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan oleh pemerintah daerah 
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagai mana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 
Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan  diatas, 
maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah 
otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana 
                                                          
12 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah,  2005, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Pustaka Setia, 
Bandung, hlm. 72. 
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unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan 
perangkat daerah. 
Ensiklopedia Wikipedia mendefenisikan Pemerintah daerah sebagai berikut: 
“Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang 
lebih kecil dari sebuah negara. Sebutan ini digunakan untuk melengkapi 
lembaga-lembaga tingkat negara-bangsa, yang disebut sebagai pemerintah 
pusat, pemerintah nasional, atau (bila perlu) pemerintah federal. "Pemerintah 
daerah" hanya beroperasi menggunakan kekuasaan yang diberikan undang-
undang atau arahan tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing 
negara memiliki sejenis pemerintah daerah yang berbeda dari satu negara ke 
negara lain. Dalam masyarakat primitif, tingkat pemerintah daerah terendah 
adalah kepala desa atau kepala suku. Negara federal seperti Amerika Serikat 
memiliki dua tingkat pemerintah di atas tingkat daerah: pemerintah lima puluh 
negara bagian dan pemerintah nasional federal yang hubungannya dijembatani 
oleh konstitusi Amerika Serikat. Pemerintah daerah di Amerika Serikat sudah 
ada sejak masa kolonial dan terus berubahubah sejak itu: tingkat tertinggi 
pemerintah daerah adalah tingkat county”13. 
 
2. Dasar Hukum Pemeritah daerah 
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dan 
instumen utama bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selama kurang lebih 60 
tahun, UUD 1945 ini telah menuntut proses perubahan berbagai lembaga 
pemerintahan dan menjadi dasar bagi stabilitas politik, kebebasan hak asasi manusia, 
pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Sejak berdirinya Negara Kesatuan 
Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dengan sistem desentralisasi-karena 
negara merupakan suatu organisasi kekuasaan (kewibawaan) atau sebuah bentuk 
pergaulan hidup yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain: ada pemerintah 
                                                          
13 http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah, diakses: 17 Oktober  2017 
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yang berdaulat, wilayah (daerah) tertentu, rakyat yang hidup teratur, yang merupakan 
syarat minimum yang harus dimiliki tiap-tiap negara serta harus ada tujuannya14. 
Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD 
Negara RI Tahun 1945, Telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan 
peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pemerintahan 
Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun1945, Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1965, Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014. 
Para pendiri negara telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran 
kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia yang tujuannya 
tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: 
“...melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial15”. 
Untuk mencapai maksud itu, para pejabat di daerah-daerah membantu 
mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kesejahteraan sosial melalui 
pembangunan daerah karena daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang sifatnya 
otonom atau daerah administrasi. Asas otonomi dan tugas pembantuan secara formal 
tercantum dalam pasal 18 UUD 1945. 
                                                          
14 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Op. Cit, hlm.13 
15 Lihat Pembukaan UUD tahun 1945. 
19 
 
Produk hukum pertama lahir dalam bentuk UU  terkait dengan Pasal 18 UUD 
1945 adalah UU Nomor 1 tahuan 1945. UU ini kemudian melahirkan 6 (enam) pasal 
yang pokoknya memberi tempat penting bagi komite nasional daerah sebagai alat 
perlengkapan demokrasi di daerah. UU tersebut lebih menganut asas otonomi formal 
dalam arti menyerahkan urusan-urusan kepada daerah-daerah tanpa secara specifik 
menyebut jenis dan bidang urusannya16. 
Dari UU No. 1 Tahun 1945 kemudian lahir UU No. 22 Tahun 1948 guna 
menyempurnakan UU sebelumnya yang dirasakan masih dualistik. UU No. 22 Tahun 
1948 ini menganut asas otonomi formal dan materil sekaligus. Ini terlihat dari pasal 23 
ayat (2) yang menyebutkan urusan yang diserahkan pada daerah (materil) dan pasal 
28 yang menyebutkan adanya pembatasan-pembatasan bagi DPRD untuk tidak 
membuat Perda tertentu. Dari sini kemudian dibentuklah UU No. 1 Tahun 1957. 
Dalam UU ini dikenallah yang namanya pemilihan kepala daerah secara langsung, 
meski undang-undang tersebut tidak sempat dilaksanakan karena terjadi perubahan 
politik17. 
Hal tersebut kemudian dirubah kembali pada periode orde lama dengan UU 
No. 18 Tahun 1965. Dasar perubahannya adalah Perpres No. 6 Tahun 1959 yang 
menganggap bahwa UU. No. 1 tahun 1957 mengancam keutuhan bangsa. Periode ini 
sengat terkenal dengan sentralisasinya yang sangat mutlak. 
Dari sini kemudian  lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang 
                                                          
16 Didik Sukriono, 2013,  Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Setara Press, Malang, hlm. 126. 
17 Ibid, hlm. 126-127 
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Nomor 22 Nomor 1999 tentang Pemerintah Daerah, diikuti pula dengan perubahan 
pola pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah18. 
Berdasarkan pola pembagian kewenangan yang dianut dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1974 terjadi otonomi yang semu karena sistem pemerintahan yang 
bersifat sentralistik. Pola seperti itu pada menimbulkan ketidakpuasan di berbagai 
daerah yang memiliki sumber keuangan yang besar, karena semua aktivitas daerah 
ditentukan secara rinci oleh oleh pemerintah pusat. Keadaan ini kemudian 
mengakibatkan daerah sangat bergantung dengan pemerintah pusat19. 
Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pola pembagian Kewenangan sebagai berikut: 
1. Kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai daerah 
otonom diatus secara limitatif di dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah 
Nomor  25 Tahun 2000, karena pemerintah pusat dan daerah provinsi hanya 
diperkenankan menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan sebatas yang 
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. 
2. Kewenangan selebihnya menjadi  kewenangan kabupaten/kota termasuk 11 
(sebelas) kewenangan yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam 
pasal 11 ayat (2) undang-undang no 22 tahan 1999.  
3. Kewenangan sisa dengan batas-batas yang tidak jelas menjadi kewenangan 
kabupate/kota, yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan oleh 
bupati/walikota kepada camat selaku perangkat daerah. 
                                                          
18 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Op. Cit, hlm.14 
19 Ibid, hlm. 15 
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Dalam UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintah Daerah punya keinginan kuat  untuk 
menggeser  “pendulum” sentralisasi kekuasaan ke arah desentralisasi20. 
C. Kedudukan Dan Kewenangan Gubernur 
1. Kedudukan Gubernur 
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi gubernur menjadi unik dan 
khas, karena otonomi daerah dan pemilihan langsung di daerah telah menjadikan 
gubernur sebagai seorang kepala daerah, namun di sisi lain dengan adanya asas 
dekosentrasi yang dianut oleh Indonesia, maka gubernur pun bertindak sebagai wakil 
pemerintah pusat di daerah. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula 
sebagai wakil pemerintah pusat didaerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan 
memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, 
termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 
sebagian pemerintahan di kabupaten dan kota21.  
Pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap 
gubernur adalah bentuk nyata dari pelaksanaan asas dekosentrasi di Indonesia22. 
Dekosentrasi diberlakukan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan di 
Indonesia  dapat dilaksanakan dengan menggunakan asas desentralisasi. Selain itu, 
sebagai Negara kesatuan memang tidak memunggkinkan jika seluruh wewenang dan 
urusan pemerintahan didesentralisasikan kepada daerah23. Dekosentrasi sendiri 
menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni 
                                                          
20 Ibid, hlm. 129 
21 Suryo Sakti Hadiwjoyo, 2011, Gubernur, Graha Ilmu, Jakarta, hlm. 64 
22http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20216/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed
=y, diakses pada tgl 18 Oktober 2017 
23 Ibid., 
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Dekosentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, 
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/ atau kepada Gubernur dan kepada 
Bupati/Wali Kota sebagai peanggung jawab urusan pemerintahan umum. 
Adapun jika kita melihat ke dalam peraturan perundang-undangan baik  
yang masih berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia mengenai keduudukan  
gubernur sebagai wakil pemeirntah pusat, dapat penulis jabarkan sebagai berikut: 
1. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Di Daerah  
Di dalam undang-undang pokok pemerintahan daerah ini pengaturan tentang 
dekosentrasi bisa kita lihat di pasal 1 butir f, dimana yang dimaksud dengan 
dekosntrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemeirntah atau Kepala  
Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di 
daerah. Adapun di dalam penjelasan undang-undang pokok-pokok pemerintahan di 
daerah ini, di angka ketiga tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan, di 
huruf c yang dikatakan asas dekosentrasi diadakan oleh karena tidak semua urusan 
pemerintahan dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut azas 
desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah 
dilaksanakan oleh Pemerintah di daerah berdasarkan asas dekosentrasi. Urusan-
urusan yang dilimpahkan oleh pemeirntah kepada pejabat-pejabatnya di daerah 
menurut asas dekosentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat baik 
mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Unsure pelaksananya 
adalah terutama instansi-instansi Vertikal, yang dikordinasikan oleh Kepala Daerah 
dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintah pusat, tetapi kebijaksanaan 
23 
 
terhadap pelaksanaan urusan dekosentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan 
pemerintah pusat.  
Adapun sesuai dengan yang diatur oleh penjelasan dari undang-undang 
tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah ini jabatan seorang kepala daerah 
terdapat dua fungsi, yaitu fungsi sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin 
penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan 
daerah dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan 
pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Dari uraian ini 
jelaslah kiranya, betapa penting dan luasnya tugas seorang Kepala Daerah; dalam 
pengangkatan seorang kepala daerah, haruslah dipertimbangkan dengan seksama, 
sehingga memenuhi persyaratan untuk kedua fungsi itu. Sebagai Kepala Wilayah, 
maka ia harus mempunyai kecakapan di bidang pemerintahan dan dipercaya 
sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Dan sebagai Kepala Daerah Otonom, maka ia 
perlu mendapat dukungan dari rakyat yang dipimpinnya. Dari fungsi seorang 
Gubernur sebagai seorang Kepala Wilayah did aerah Provinsi lah yang menjadikan 
seorang Gubernur menjadi wakil dari pemerintah pusat di daerah. Adapun di dalam 
penjelasan di undang-undang pokok-pokok pemerintahan di daerah di bagian 
pengawasan umum dikatakan pengawasan umum terhadap pemerintahan daerah 
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di 
daerahnya. 
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2. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan 
Daerah  
Di dalam undang-undang pemerintahan daerah tahun 1999, adapun 
kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat kita lihat di pasal 1  
huruf f, yang merupakan penjelasan dari pengertian dekosentrasi yang berbunyi  
“dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur  
sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah. Dan dapat kita lihat 
juga di dalam isi dari undang-undang pemerintahan daerah ini, dalam beberapa pasal 
diatur tentang kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, sebagai 
berikut: 
Pasal 31 
(1) Kepala, Daerah Propinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya adalah  
juga sebagai wakil pemerintah.  
(4) Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah, gubernur berada dan  
     dibawah tanggung jawab gubernur.  
Pasal 9 
(2) Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Adiministrasi mencakup  kewenangan 
dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil 
Pemerintah. 
 
 
Dari beberapa pasal di atas dapat kita lihat secara jelas dari kedudukan 
seorang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang mana dimasa 
tersebut wilayah propinsi dikatakan sebagai wilayah administratif24. 
 
 
 
                                                          
24 Mudrajad Kuncoro, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah (reformasi perencanaan, strategi, dan 
peluang), Erlangga, Jakarta, hal 3 
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3. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah  
Kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menurut undang-undang 
nomor 32 tahun 2044 tentang pemerintahan daerah dapatlah kita lihat dari substansi 
yang terkandung di dalam undang-undang ini sendiri, yang mana diawali dari 
pengertian dekosentrasi itu sendiri yang terdapat pada Pasal satu butir ke delapan, 
yang mana berbunyi sebagai berikut:  
“Dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi wilayah 
vertical tertentu”.  
 
Berangkat dari pasal satu tersebut telah sangat jelas kedudukan dari Gubernur 
yang bertindak sebagai wakil dari pemerintah pusat. Namun bukan hanya pasal satu 
aja yang mengatur mengenai kedudukan dari Gubernur sebagai wakil pemeirntah 
pusat melainkan juga terdapat di dalam beberapa pasal yang terdapat dalam 
paragraph keenam dari undang-undang pemerintahan daerah ini, adapun pasal-pasal 
yang mengatur mengenai kedudukan gubernur sebagai wakil peemrintah pusta 
sebagai berikut: 
Pasal 37 
(1) Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil  
pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan; 
(2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur 
bertanggung jawab terhadap Presiden. 
 
Dari substansi undang-undang pemerintahan daerah ini sendiri secara jelas 
sudah meneyebutkan kedudukan gubernur sebagai wakil pemeirntah pusat, yang 
mana dengan jabatannya sebagai gubernur secara langsung atau melekat menjadi 
wakil pemerintah pusta yang bertanggung jawab terhadap presiden berbeda ketika 
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gubernur sebagai kepala daerah yang mana pertanggung jawabannya kepada rakyat 
daerah yang dipimpinnya dan diwakilkan melalui dewan perwakilan rakyat daerah 
provinsi sang gubernur memimpin. 
 
4. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah  
Didalam undang-undang ini adapun yang dimaksud dengan dekosentrasi 
adalah pelimpahan wewenang sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, 
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali 
kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Di dalam paragraf 
ketujuh undang-undnag pemeirntahan daerah ini tentang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat, dikatakan di dalam pasal Sembilan puluh satu yang mana berbunyi 
sebagai berikut:  
Pasal 91 
(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap  
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, 
Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.  
  
Dari pasal yang telah penulis sebutkan sudah sangat jelas kedudukan dari 
seorang gubernur di dalam undang-undang ini sebagai wakil pemerintahh pusat yang 
mana merupakan bentuk pengaplikasian asas dekosentrasi di Indonesia. 
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2. Kewenangan Gubernur 
Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan 
pelaksanaan otonomi daerah yang dapat dikatakan berhasil tersebut tergantung 
kepada bagaimana pelaksanaan dari Pemerintah Daerah sendiri. Peranan Kepala 
Daerah atau Gubernur sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas Daerah, 
khususnya tugas-tugas otonomi25.  Kedudukan dan peranan Kepala Daerah sangatlah 
strategis dalam sistem pemerintahan, sehingga dalam kepemimpinannya Kepala 
Daerah harus menerapkan pola kegiatan yang dinamis, aktif dan komunikatif, serta 
menerapkan pola kekuasaan yang tepat maupun pola perilaku kepemimpinan yang 
sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dipengaruhi oleh latar belakang individual 
masing-masing Kepala Daerah. 
Dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah, seorang Kepala Daerah dalam 
implementasi pola kepemimpinannya seharusnya tidak hanya berorientasi pada 
tuntutan untuk memperoleh kewenangan yang sebesar-besarnya, tanpa 
menghiraukan makna Otonomi Daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan 
akan efisiensi dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang 
bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat26.  Otonomi 
Daerah seharusnya diterjemahkan oleh Kepala Daerah sebagai upaya untuk 
mengatur kewenangan pemerintah sehingga serasi dan fokus pada tuntutan 
kebutuhan masyarakat.  
                                                          
25 Josef Riwu Kaho, 2007, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,  hal.71 
26 J.Kaloh, 2010, Kepemimpinan Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah 
dalam Pelaksanaan Otonomi Daera , Sinar Grafika, Jakarta,  hal.14. 
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Otonomi Daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan 
bukan otonomi “daerah” dalam pengertian suatu wilayah/teritorial tertentu di tingkat 
lokal. Meskipun implementasi Otonomi Daerah diarahkan sebagai membesarnya 
kewenangan Daerah, maka kewenangan itu harus dikelola secara adil, jujur dan 
demokratis27.  Oleh sebab itu Kepala Daerah harus mampu mengelola kewenangan 
yang diterima secara efektif dan efisien demi pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat daerah.  
Dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi yaitu fungsi sebagai Kepala 
Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab 
sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan Daerah dan fungsi sebagai Kepala 
Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang menjadi 
tugas Pemerintah Pusat di daerah28.  Di tengah perubahan kehidupan politik 
pemerintahan saat ini, disadari baik secara internal maupun eksternal terdapat isu 
yang dimana menjadi wacana publik yaitu diperlukannya pembagian kekuasaan atau 
kewenangan yang seimbang antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertujuan 
untuk meningkatkan kemandirian Daerah mengelola rumah tangganya sendiri dalam 
hubungan yang serasi dengan Daerah lainnya dan dengan Pemerintah Pusat.  
Kepala Daerah karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di 
wilayah provinsi dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam kedudukan sebagai 
wakil pemerintah di daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang 
sendiri29.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam 
                                                          
27 Ibid, hal.15 
28 Musanef, 1985, Sistem Pemerintahan di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, hal.186 
29 Siswanto Sunarno, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,  hal.56 
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Pasal 91 sampai Pasal 93 mengatur mengenai wewenang Gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat dimana adapun tugasnya untuk melakukan pembinaan serta 
pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota, 
melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi, melakukan evaluasi APBD, dapat 
membatalkan perda dan memberikan persetujuan terhadap Ranperda 
Kabupaten/Kota, serta memberikan sanksi kepada Bupati/Walikota. Sebagai wakil 
Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur menjalankan peran Pemerintah Pusat 
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah 
Kabupaten/Kota. Dalam hal ini melaksanakan peran sebagai Wakil Pemerintah Pusat, 
hubungan Gubernur dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersifat hierarki. 
Luasnya kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diharapkan 
penyelenggaraan jauh lebih bersih, efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan 
publik yang maksimal bagi masyarakat. 
 
D. Jenis Dan Hierarki  Perundang-Undangan 
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, bentuk atau jenis peraturan 
perundang-undangan pernah diintroduksi dan/atau diatur dalam tiga bentuk peraturan 
perundang-undangan dan satu surat Presiden, yaitu30 : 
1. Diintroduksi melalui Surat Presiden Nomor 2262/HK/1959 ter tanggal 20 
Agustus 1959 yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-
Royong; 
                                                                                                                                                                                       
 
30 Widodo Ekatjahjana, 2008, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dasar Dasar dan Teknik 
Penyusunannya, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48 
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2. Diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 (tentang 
Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonseia); 
3. Diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 (tentang Sumber Hukum 
dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan); dan 
4. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan). 
1) Surat Presiden Nomor 2262/HK/1959 ter tanggal 20 Agustus 1959 
yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong: 
a. Penetapan Presiden (perpres) untuk melaksanakan Dekrit 
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 
tentang Kembali kepada UUD NRI 1945; 
b. Peraturan Presiden (perpres) untuk melaksanakan perpres 
ataupun peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) 
UUD NRI 1945; 
c. Peraturan Pemerintah, yaitu untuk melaksanakan perpres 
sehingga berbeda pengertiannya dengan peraturan pemerintah 
yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945; 
d. Keputusan Presiden (keppres) yang dimaksudkan unntuk 
melakukan atau meresmikan pengangatan-pengangkatan; dan 
e. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang dibuat oleh 
Kementerian-kementerian negara atau Departemen 
Pemerintahan, masing-masing untuk mengatur sesuatu hal dan 
untuk melakukan atau meresmikan pengangkatan-pengangkatan. 
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2) Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum 
DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan 
Peraturan Perundang-undangan RI31: 
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang;  
4. Peraturan Pemerintah;  
5. Keputusan Presiden; dan  
6. Peraturan-peraturan Pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri, 
Instruksi Menteri, dan lain-lainnya.  
3) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan 
Tata Urutan Perundang-undangan32: 
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 
3. Undang-undang;  
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 
5. Peraturan Pemerintah; 
6. Keputusan Presiden; dan 
7. Peraturan Daerah.  
4) Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan33; 
                                                          
31 Ibid, hlm 49 
32 Ibid, hlm 50 
33 Ibid, hlm 51 
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1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang;  
3. Peraturan Pemerintah;  
4. Keputusan Presiden; dan  
5. Peraturan Daerah:  
Seperti halnya dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 ini mengklasifikasikan peraturan daerah kedalam tiga jenis, 
yaitu34: 
a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi bersama dengan Gubernur;  
b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota; dan 
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau 
nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. 
 
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 (tujuh) Ayat (1) jenis dan hierarki Peraturan 
Perundang-undangan terdiri atas35: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU; 
                                                          
34 Ibid, hlm 52 
35 Lihat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,  Pasal 7 ayat 
(1) 
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d. Peraturan Pemerintah; 
e. Peraturan Presiden; 
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
 
Dan kekuatan hukumnya ditegaskan pada Pasal 7 (tujuh) Ayat (2):  
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)36.  
Jenis Peraturan Perundang-undangan ini mencakup peraturan yang ditetapkan 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat 
yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-
Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat37. 
Suatu Undang-undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pengujiannya dilakukan Mahkamah 
Konstitusi. Sedangkan suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-
Undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh 
Mahkamah Agung38. 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
                                                          
36 Ibid, Pasal 7 ayat (2) 
37 Ibid, Pasal 8 Ayat (1)  
38 Ibid, Pasal 8 Ayat (2) 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah hukum 
dasar tertulis, konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. UUD 
Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 
Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, 
di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia 
berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD Negeri 
Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada 
tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 
kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam 
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR 
atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi 
hal-hal yang bersifat penetapan. Pada masa sebelum Perubahan (amendemen) UUD 
1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarki 
berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. Pada masa awal reformasi, 
ketetapan MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki Peraturan Perundang-undangan di 
Indonesia. Namun pada tahun 2011, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011, Tap MPR kembali menjadi Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada 
di bawah UUD 1945. 
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c. Undang-Undang  
Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden39. 
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu) 
adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal 
ikhwal kegentingan yang memaksa40. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Perpu 
ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR 
dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan 
Perpu Menjadi Undang-Undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu 
menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan 
pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu. Jika Perpu 
ditolak DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU 
tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari 
penolakan tersebut.  
e. Peraturan Pemerintah 
Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 
yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana 
mestinya41. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan 
Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh 
Presiden. 
                                                          
39 Ibid., Pasal 1 angka (3) 
40 Ibid., Pasal 1 angka (4) 
41 Ibid., Pasal 1 angka (5) 
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f. Peraturan Presiden 
Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang- undangan 
yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang- 
undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan 
pemerintahan42. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan 
oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi 
untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Perpres merupakan 
jenis Peraturan Perundang-undangan yang baru di Indonesia, yakni sejak 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. 
g. Peraturan Daerah Provinsi 
Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan 
bersama Kepala Daerah (gubernur)43. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi 
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas 
pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih 
lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 
h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang- undangan 
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan 
persetujuan bersama Bupati/Walikota44. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak 
subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.  Materi muatan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi 
                                                          
42 Ibid., Pasal 1 angka (6) 
43 Ibid, Pasal 1 angka (7) 
44 Ibid, Pasal 1 angka (8) 
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Daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau 
penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 
 
E.  Peraturan Daerah 
 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
Pasal 1 (satu) Angka (25) pengertian Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah 
yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda 
Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota45. Peraturan Daerah adalah Peraturan 
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). 
Peraturan Daerah terdiri atas, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota. Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan 
dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan 
persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur). 
Sedangkan pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula 
dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan 
bersama Bupati/Walikota. 
 
 
                                                          
45 Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 25 
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1. Materi Muatan Peraturan Daerah 
Yang termasuk dalam materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota adalah “seluruh materi muatan dalam rangka 
penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi 
khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi”46. 
Materi muatan Peraturan Daerah juga dapat memuat sanksi pidana 
sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201147. Materi 
muatan yang berupa sanksi pidana dalam Peraturan Daerah berupa ancaman pidana 
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai 
dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya48. 
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda 
memiliki muatan materi sebagai berikut49: 
a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan 
b. penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi; 
c. memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 
 
                                                          
46 Lihat UU Nomor  12 Tahun 2011 ttg  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 14 
47 ibid, Pasal 15 
              48 ibid, Pasal 15 ayat (3) 
49 Lihat  UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  Pasal 127 ayat (3) dan ayat (4) 
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2. Larangan Dalam Peraturan Daerah 
Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. 
Bertentangan dengan kepentingan umum meliputi50: 
a. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat; 
b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 
c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum; 
d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat; dan/atau 
e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan 
gender. 
 
3. Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk 
Peraturan 
Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah menurut Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur memiliki 
kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pembentukan perda 
kabupaten/kota yang disebut dengan kewenangan evaluasi dan kewenangan fasilitasi 
ranperda. 
                                                          
              50 ibid, Pasal 250 
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a. Evaluasi  
1. Pengertian Evaluasi 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
khususnya Pasal 1 Ayat 25 mengatur bahwa; 
“evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda 
yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah 
dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui 
bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi”. 
 
2. Kewenangan Evaluasi 
Kewenangan gubernur dalam hal mengevaluasi rancangan perda 
kabupaten/kota terdapat dalam Pasal 91 Permendagri 80/2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Adapun jenis Perda 
kabupaten/kota yang wajib dievaluasi menurut Pasal 91 Ayat 2 yaitu 
ranperda mengenai: 
 a. RPJPD; 
 b. RPJMD; 
 c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban  
 pelaksanaan APBD; 
 d. pajak daerah; 
 e. retribusi daerah; dan 
 f. tata ruang daerah. 
b. Fasilitasi  
1. Pengertian Fasilitasi 
 Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
khususnya Pasal 1 Ayat 24 mengatur bahwa; 
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“Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan 
petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja 
sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam 
Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur 
kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk 
hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna 
menghindari dilakukannya pembatalan”. 
 
2. Kewenangan Fasilitasi 
 Kewenangan gubernur dalam hal memfasilitasi rancangan perda 
kabupaten/kota terdapat dalam Pasal 87, 88, 89, dan Pasal 90 
Permendagri 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 
Adapun jenis-jenis Perda kabupaten/kota yang difasilitasi menurut Pasal 
88 Ayat 3 yaitu rancangan perkada, rancangan PB KDH, dan rancangan 
peraturan DPRD. Fasilitasi terhadap rancangan perkada, rancangan PB 
KDH, dan rancangan peraturan DPRD tidak diberlakukan terhadap 
ranperda yang dilakukan evaluasi51. 
 
F.  Mekanisme Fasilitasi Rancangan Perda kabupaten/kota         
Fasilitasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah Pasal 87 sampai Pasal 90. Adapun mekanisme fasilitasi rancangan perda 
yakni sebagai berikut: 
1. Pembahasan Rancangan Perda Kabupaten/Kota oleh Gubernur. 
                                                          
51 Lihat Permendagri No 80/2015 ttg Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 88 Ayat 3-4 
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Setelah rancangan perda kabupaten/kota diterima oleh gubernur,  dalam 
waktu paling lama 15 (lima belas) hari gubernur harus memberikan hasil 
fasilitasi kepada bupati/walikota. 
Jenis-jenis rancangan perda kabupaten/kota yang difasilitasi, yakni:  
a. Rancangan perkada; 
b. Rancangan PB KDH; atau 
c. Rancangan peraturan DPRD. 
2. Pembuatan Surat Sekretaris Daerah tentang Fasilitasi. 
Sekretaris daerah atas nama gubernur membuat surat tentang fasilitasi 
rancangan perda kabupaten/kota, rancangan peraturan bupati/walikota, 
rancangan peraturan bersama bupati/ walikota  atau rancangan Peraturan 
DPRD kabupaten/kota. 
3. Penyempurnaan Rancangan Perda Kabupaten/kota. 
Pemerintah kabupaten/kota menindaklanjuti surat fasilitasi tersebut di atas 
dengan melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda 
kabupaten/kota guna menghindari dilakukannya pembatalan. 
 
G. Ruang Terbuka Hijau 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
menjelaskan bahwa, Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur 
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 
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tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja 
ditanam52. 
Dasar hukum penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota dan 
kabupaten diatur dalam Pasal 28 pada undang-undang tersebut di atas.  
Adapun jenis ruang terbuka hijau pada wilayah kabupaten/kota yakni53: 
a. Ruang terbuka hijau public, dan  
Ruang terbuka hijau public, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola 
oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk 
kepentingan masyarakat secara umum54. 
b. Ruang terbuka hijau privat 
Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau 
orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas 
antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik 
masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No :05/PRT/M/2008 tentang 
Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 
Perkotaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 
Perkotaan bertujuan untuk55:  
a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; 
                                                          
52 Lihat Undang-undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 Ayat 31 
53 Ibid., Pasal 29 
54 Lihat  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No :05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan  
55 Ibid., Pasal 3 
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b. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara 
lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan 
masyarakat;  
c. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman 
lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis 
melakukan penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan.  
 
B. Populasi Dan Sampel 
Dalam penelitian ini penulis menetukan populasi yakni 288 rancangan perda 
kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan yang telah difasilitasi oleh gubernur. 
Sedangkan yang akan dijadikan sampel adalah salah satu dari fasilitasi 
rancangan perda tersebut yakni Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kepulauan Selayar tentang Ruang Terbuka Hijau. 
 
C. Jenis dan Sumber data 
Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap 
terbuat (ready made)56.  Artinya data sekunder disini berupa data yang 
memang sudah ada sehingga penulis sisa mengolah data tersebut sesuai 
kebutuhan penelitiannya. 
 
 
                                                          
56 https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/, 
diakses pada tgl 18 Oktober 2017 
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Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yakni,  
1. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-
undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan 
dan putusan hakim57. 
Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
a. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
b. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, 
c. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks 
berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan   pandangan-
pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi58. Dalam 
penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi : 
a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum; 
b. Jurnal ilmiah 
c. Artikel ilmiah 
 
                                                          
57 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 141 
 
58 ibid.,hlm.142 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Karena data yang diperoleh berupa data Sekunder, maka teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi atau melalui 
penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara atau 
observasi. 
 
E. Analisis Data 
Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini 
yaitu menggunakan sifat analisis yang Deskriptif. Analisis deskriptif adalah 
bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran 
atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian 
yang dilakukannya. Serta menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 
kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden sacara tertulis 
atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari 
sebagai sesuatu yang utuh59. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
59 Mukhti fajar dan yulianto Achmad, 2010, Dualsme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka 
Pelajar, Yogyakarta, hlm.180.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Kewenangan Gubernur Dalam Hal Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Ruang Terbuka 
Hijau 
Dasar Hukum kewenangan fasilitasi gubernur terhadap rancangan perda diatur 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah khususnya Pasal 87,88,89,dan Pasal 90. Mekanisme fasilitasi 
rancangan perda yakni sebagai berikut60: 
1. Pembahasan Rancangan Perda Kabupaten/Kota oleh Gubernur. 
Setelah rancangan perda kabupaten/kota diterima oleh gubernur, dalam waktu 
paling lama 15 (lima belas) hari gubernur harus memberikan hasil fasilitasi 
kepada bupati/walikota. Jenis-jenis rancangan perda kabupaten/ kota yang di 
fasilitasi, yakni:  
i. Rancangan perkada; 
ii. Rancangan PB KDH; atau 
iii. Rancangan peraturan DPRD 
2. Pembuatan Surat Sekretaris Daerah tentang Fasilitasi. 
Sekretaris daerah atas nama gubernur membuat surat tentang fasilitasi 
rancangan perda kabupaten/kota, rancangan peraturan bupati/walikota, 
rancangan peraturan bersama bupati/walikota  atau rancangan Peraturan 
DPRD kabupaten/kota. 
 
                                                          
60 Lihat Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah, Pasal 90 
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3. Penyempurnaan Rancangan Perda Kabupaten/kota 
Pemerintah kabupaten/kota menindaklanjuti surat hasil fasilitasi tersebut di atas 
dengan melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda kabupaten/kota 
guna menghindari dilakukannya pembatalan. 
 
Adapun pelaksanaan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang 
Terbuka Hijau yakni, gubernur melakukan pembahasan rancangan Perda RTH 
didahului dengan menerima surat permintaan jadwal fasilitasi dari Pemda Selayar 
pada tanggal 9 Agustus 2016. Berdasarkan Permendagri No. 80/2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah, khususnya Pasal 89 Ayat 1 pelaksanaan 
pembahasan ranperda selambat-lambatnya 15 hari. Berdasarkan hasil penelitian 
lapangan ditemukan bahwa pembahasan tersebut dihadiri oleh pihak dari Pemprov 
dalam hal ini gubernur yang diwakili oleh Kabag Hukum dan HAM Sul-Sel serta Badan 
Lingkungan Hidup Provinsi Sul-Sel  dan pihak Pemda Selayar dalam hal ini diwakili 
oleh Kabag Hukum, Ketua Komisi I DPRD, Wakil ketua DPRD, Sekretariat DPRD, 
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup61.   
Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi 
tertanggal 24 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh sekretaris daerah atas nama 
gubernur provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan 
bahwa pelaksanaan fasilitasi gubernur telah sesuai dengan rentan waktu yang 
dinyatakan dalam peraturan yakni 15 (lima belas) hari setelah rancangan perda 
tersebut diterima oleh gubernur. Seperti yang telah penulis kemukakan di atas bahwa 
                                                          
61 Sumber data dari sub bagian bina hukum daerah Provinsi Sulawesi selatan tanggal 2 Juni 2017 
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surat permintaan jadwal fasilitasi dari Pemda Selayar diterima tanggal 9 Agustus 2016 
dan hasil fasilitasi dari gubernur dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2016. 
Adapun tujuan dilaksanakannya proses fasilitisi rancangan perda 
kabupaten/kota menurut Ibu Andi Tenri Tappu,S.H.,M.H. selaku Kepala Sub Bagian 
Bina Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan: 
 “tujuan dilaksankannya proses fasilitasi rancangan perda adalah untuk 
mengkaji dan memperbaiki materi muatan rancangan perda agar perda tidak 
dibatalkan. Pelaksanaan diawali dengan permintaan jadwal fasilitasi rancangan 
perda oleh Pemkab Kepulauan Selayar pada tanggal 9 Agustus 2016. Setelah 
surat permintaan jadwal fasilitasi disetujui maka dikeluarkan jadwal untuk 
dilakukan tahapan pembahasan bersama oleh tim provinsi dan tim utusan 
pemkab. Rapat pembahasan dilakukan tanggal 12 Agustus. Namun hasil 
fasilitasi baru dikeluarkan tanggal 24 Agustus karena beberapa alasan tertentu. 
Pengkajian rancangan perda tersebut membahas seluruh materi muatan 
maupun teknik penyusunannya62.” 
 
Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan penulis, maka dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 
dalam hal fasilitasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 
tentang Ruang Terbuka Hijau belum sepenuhnya berjalan. Hal ini disebabkan Karena 
tidak adanya alasan pertimbangan yang disertakan pada surat rekomendasi hasil 
fasilitasi dari gubernur sehingga tidak semua rekomendasi tersebut diikuti oleh Pemda 
Selayar. 
  
                                                          
62 Wawancara dengan kepala sub bagian bina hukum daerah Provinsi Sul-Sel tanggal 2 Juni 2017 
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Berikut ini penulis menuangkan hasil fasilitasi gubernur terhadap rancangan 
Perda RTH tersebut yakni: 
Tabel 1 
Hasil Fasilitasi terkait Konsideran 
Rumusan Ranperda Hasil Fasilitasi 
Konsideran mengingat Konsideran mengingat ditambahkan Dasar 
Hukum sebagai berikut; 
 
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
Nomor 3 tahun 2012 tentang Taman 
Keanekaragaman Hayati (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 200)  
 
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 3 tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 276) 
  
Adapun analisis Penulis terkait hasil fasilitasi tentang penambahan “Konsideran 
Mengingat” bahwa penambahan konsideran mengingat terkait peraturan yang 
berhubungan dengan Lingkungan hidup dimaksudkan untuk memperjelas bahwa 
ranperda RTH Kabupaten Selayar merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada 
sistem peraturan nasional bidang lingkungan hidup. Sebagaimana yang termaktub 
pada lampiran II bagian 19 tentang konsideran UU No 12 Tahun 2011 dimana  
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penambahan poin konsideran mengingat bertujuan untuk memperjelas landasan 
yuridis pembentukan suatu produk hukum63. 
Tabel 2 
Hasil Fasilitasi terkait Perubahan Nomenklatur 
Rumusan Ranperda Hasil Fasilitasi 
Pasal 1 Angka 2 
 
Pemerintah Daerah adalah Kepala 
daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah 
otonom 
Pasal 1 Angka 2 kata Kepala Daerah 
diubah dengan Bupati 
 
Adapun  analisis penulis terkait perubahan nomenklatur “Kepala Daerah diubah 
menjadi Bupati”. Menurut penulis ada dua analisis terkait perubahan nomenklatur 
tersebut: 
1. Bahwa penggunaan kata bupati merupakan amanah atau bagian yang tak 
terpisahkan dari Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang yang meupakan peraturan induk dari ranperda RTH tersebut. Dimana 
telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 8 bahwa Pemerintah daerah adalah Gubernur, 
Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur  penyelenggara 
pemerintahan daerah.  
2. Jika menggunakan kata kepala daerah maka akan ada penafsiran lain padahal 
yang dimaksud dalam ranperda tersebut kepala daerah adalah Bupati Selayar.  
                                                          
63 Lihat Lampiran II Bagian 19 UU No. 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
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Tabel 3 
Hasil Fasilitasi terkait Perbaikan Redaksional 
Rumusan Ranperda Hasil Fasilitasi 
Pasal 1 Angka 12 
 
Sabuk Hijau adalah RTH yang 
memiliki tujuan utama untuk 
membatasi perkembangan suatu 
penggunaan lahan atau membatasi 
aktivitas satu dengan aktivitas 
lainnya agar tidak saling 
mengganggu. 
Pasal 1 Angka 12, disempurnakan 
sebagai berikut: Ruang Terbuka Hijau 
Publik yang selanjutnya disingkat RTH 
Publik adalah………………….  
 
Adapun analisis penulis terkait perbaikan redaksional untuk memperjelas 
maksud dari klausul pasal dalam ranperda RTH tersebut. Sebagaimana asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 huruf a yaitu kejelasan tujuan dan huruf f yaitu 
kejelasan rumusan. 
 
Tabel 4 
Hasil Fasilitasi terkait Penegasan Kejelasan Rumusan 
Rumusan Ranperda Hasil Fasilitasi 
BAB II 
 
ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN 
MANFAAT RUANG TERBUKA 
HIJAU 
Judul pada BAB II dibagi kedalam 
beberapa bagian, 
Bagian Kesatu Asas, Kedua Tujuan, 
Ketiga Fungsi RTH, Keempat Manfaat 
RTH 
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Adapun analisis penulis terkait pemisahan bagian Asas, Tujuan, Fungsi dan 
Manfaat dimaksudkan agar terdapat kejelasan rumusan pada ranperda sebagaimana 
telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 Huruf f tentang asas kejelasan 
rumusan. 
Tabel 5 
Hasil Fasilitasi terkait Penambahan Ruang Lingkup 
Rumusan Ranperda Hasil Fasilitasi 
Tidak ada BAB yang mengatur 
tentang RUANG LINGKUP 
Ditambahkan BAB yang mengatur terkait 
RUANG LINGKUP yang dicantumkan 
setelah  Pasal 7 
 
Adapun analisis penulis terkait penambahan Bab tentang Ruang Lingkup 
bertujuan untuk memperjelas cakupan atau ruang lingkup yang diatur maupun materi 
muatan yang ada pada ranperda RTH Kabupaten Selayar. Sebagaimana tujuan ruang 
lingkup yang termaktub pada lampiran II bagian 68 Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan64. 
 
 
 
 
                                                          
64 Lihat lampiran II bagian 68 UU No. 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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Tabel 6 
Hasil Fasilitasi terkait Penyempurnaan Frasa 
Rumusan Ranperda Hasil Fasilitasi 
Pasal 11 
 
Penyediaan RTH diklarifikasikan 
menurut:  
a.luas wilayahnya;  
b.pekarangan  
c.halaman perkantoran, pertokoan, 
dan tempat usaha;  
d. taman atap bangunan;  
e. lingkungan/pemukiman;  
f.taman perkotaan;  
g. hutan kota;  
h. Sabuk Hijau;  
i. jalur hijau jalan;  
j. taman pulau jalan atau median 
jalan;  
k. pejalan kaki;  
l. fungsi tertentu; dan  
m. pemakaman. 
Pada Pasal 11, disempurnakan 
sebagai berikut: 
- kata diklarifikasikan diubah menjadi 
diklasifikasikan. 
- pada rincian rumusan pentabulasian 
ditambahkan frasa tentang taman 
keanekaragaman hayati, kebun raya, 
dan tahura. 
- pada pentabulasian huruf j kata 
taman pulau-pulau dihapus. 
- pada pentabulasian huruf l kata 
fungsi tertentu diuraikan pada 
penjelasan pasal. 
 
 
Adapun analisis penulis terkait penyempurnaan frasa agar terdapat kejelasan 
rumusan pada ranperda RTH sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya 
Pasal 5 Huruf f terkait asas kejelasan rumusan. 
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Tabel 7 
Hasil Fasilitasi terkait Penyempurnaaan Frasa 
Rumusan Ranperda Hasil Fasilitasi 
Pasal 16 
 
Penyediaan RTH untuk lingkungan 
/pemukiman sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, 
dibagi menjadi empat jenis, yang 
meliputi:  
a. RTH taman rukun tetangga; 
b. RTH taman rukun warga; 
c. RTH kelurahan; dan  
d. RTH kecamatan; 
Pada pasal 16 ayat (1) huruf c, 
disempurnakan sebagai berikut: RTH 
Kelurahan/Desa. 
 
Adapun analisis penulis terkait penyempurnaan frasa agar terdapat kejelasan 
rumusan pada ranperda RTH sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya 
Pasal 5 Huruf f terkait asas kejelasan rumusan. 
 
Tabel 8 
Hasil Fasilitasi terkait Materi Muatan  
Rumusan Ranperda Hasil Fasilitasi 
Pasal 16 
 
(3) Luas taman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah:  
a. minimal 1 (satu) meter persegi per 
penduduk rukun tetangga; 
Materi muatan pada Pasal 16 
ayat (3) dan ayat (7) 
disarankan dicantumkan 
dalam Peraturan Bupati. 
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Rumusan Ranperda Hasil Fasilitasi 
b. luas minimal 250 (dua ratus lima 
puluh) meter persegi;  
c. lokasi taman berada pada radius 
kurang dari 300 (tiga ratus) meter 
dari rumah-rumah penduduk yang 
dilayani;  
d. luas area yang ditanami tanaman 
(ruang hijau) minimal seluas 70% 
(tujuh puluh perseratus) sampai 
dengan 80% (delapan puluh 
perseratus) dari luas taman; dan 
e. terdapat minimal 3 (tiga) pohon 
pelindung dari jenis pohon kecil atau 
sedang.  
(7) Luas  taman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) diatur sebagai berikut:  
a. minimal 0,30 (nol koma tiga) meter 
persegi per penduduk kelurahan; 
b. luas minimal taman 9.000 (sembilan 
ribu) meter persegi;  
c. lokasi taman berada pada wilayah 
kelurahan yang bersangkutand. luas 
area yang ditanami tanaman (ruang 
hijau) minimal seluas 80% (delapan 
puluh perseratus) sampai dengan 
90% (sembilan puluh perseratus) dari 
luas taman, sisanya dapat berupa 
pelataran yang diperkeras sebagai 
tempat melakukan berbagai aktivitas;  
d. ditanami dengan berbagai tanaman 
sesuai keperluan; dan 
e. terdapat minimal 25 (dua puluh lima) 
pohon pelindung dari jenis pohon 
kecil atau sedang untuk jenis taman 
aktif dan minimal 50 (limap uluh) 
pohon pelindung dari jenis pohon 
kecil atau sedang untuk jenis taman 
pasif. 
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Adapun analisis penulis terkait materi muatan rekomendasi pemprov untuk 
memasukkan materi muatan pasal 16 ayat 3 dan ayat 7 dimaksudkan untuk 
mempertegas mengenai materi muatan yang sifatnya lebih umum dan yang teknis. 
Peraturan bupati merupakan peraturan yang ditetapkan untuk menjalankan perintah 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan 
kekuasaan pemerintahan daerah kabupaten. Sehingga pemprov bermaksud agar 
materi muatan mengenai batas-batas luas RTH diatur dalam peraturan yang lebih 
konkret lagi. Sebagaimana termaktub dalam lampiran II bagian 205 UU No. 12/2011. 
 
Tabel 9 
Hasil Fasilitasi terkait Kejelasan Rumusan 
Rumusan Ranperda Hasil Fasilitasi 
Bagian Kesebelas 
Penyedian RTH Untuk Taman 
Pulau Jalan atau Median Jalan 
 
Pada judul bagian kesebelas pasal 21 
kata taman pulau jalan dihapus. 
 
Adapun analisis penulis terkait penyempurnaan frasa agar terdapat kejelasan 
rumusan pada ranperda sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 
5 Huruf f terkait asas kejelasan rumusan. 
 
 
59 
 
Tabel 10 
Hasil Fasilitasi terkait Penyempurnaan Frasa 
Rumusan Ranperda Hasil Fasilitasi 
Pasal 21 
1. Penyediaan RTH untuk taman 
pulau jalan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, 
terbentuk oleh geometris jalan 
(simpang tiga atau bundaran 
jalan).  
2. Penyediaan RTH untuk median 
jalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 huruf j, berupa 
jalur pemisah yang membagi jalan 
menjadi 2 (dua) lajur atau lebih.  
 
Pasal 21 ayat 1 dan ayat 3 kata 
taman pulau jalan diubah 
menjadi median. 
 
Adapun analisis penulis terkait penyempurnaan frasa agar terdapat kejelasan 
rumusan pada ranperda sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 
5 Huruf f terkait asas kejelasan rumusan. 
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Tabel 11 
Hasil Fasilitasi terkait Penyempurnaa Frasa 
Rumusan Ranperda Hasil Fasilitasi 
Pasal 21 
 
1. Penyediaan RTH untuk 
taman pulau jalan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 huruf j, 
terbentuk oleh geometris 
jalan (simpang tiga atau 
bundaran jalan). 
Pasal 21 ayat 1 
 
Kata Geometris Jalan diuraikan pada 
penjelasan pasal,dan kalimat simpang 
tiga atau bundaran jalan dihapus. 
 
Adapun analisis penulis terkait penyempurnaan frasa agar terdapat kejelasan 
rumusan pada ranperda RTH sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya 
Pasal 5 Huruf f terkait asas kejelasan rumusan. 
Tabel 12 
Hasil Fasilitasi terkait perbaikan frasa 
Rumusan Ranperda Hasil Fasilitasi 
Pasal 46 
 
1. Setiap orang atau badan 
dilarang menebang/ 
memotong/menyakiti pohon 
baik secara langsung maupun 
secara pelan-pelan pada 
kawasan RTH Publik tanpa 
izin Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk. 
Pada pasal 46 ayat (1) kata menyakiti 
diubah menjadi merusak. 
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Adapun analisis penulis terkait penyempurnaan frasa agar terdapat kejelasan 
rumusan pada ranperda RTH sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya 
Pasal 5 Huruf f terkait asas kejelasan rumusan. 
 
Tabel 13 
Hasil Fasilitasi terkait Ketentuan Pidana 
Rumusan Ranperda Hasil Fasilitasi 
Pasal 54 
 
1. Setiap orang yang 
melanggar ketentuan dalam 
Pasal 46, 47, 48, 49, 50, 51 
diancam pidana kurungan 
paling lama 6 (enam) bulan 
atau denda paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah). 
2. Tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelanggaran. 
3. Denda sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), 
disetor seluruhnya ke Kas 
Negara.  
4. Pemberian sanksi pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak 
mengurangi kewajiban lain 
sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pada pasal 54 ditambahkan satu ayat, 
yakni ayat (5), yang berbunyi sebagai 
berikut: 
“Selain tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikenakan sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan”. 
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Adapun analisis penulis terkait penambahan ayat tentang ketentuan pidana 
pada Pasal 54 dimaksudkan untuk mempertegas keterikatan perda RTH tersebut 
dengan peraturan-pertauran lainnya yang sejenis baik yang bersifat vertical maupun 
horizontal. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang No 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peuraturan Perundang-undangan khususnya pasal 15 dan 
Lampiran II bagian 113. Meskipn demikian seharusnya penulisan ketntun pidana yg 
terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya diperjelas bahwa peraturan 
perundang-undangan apakah yg dimaksud. Hal ini sejalan dengan Undang-undang 
No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peuraturan Perundang-undangan pada 
Lamipran II bagian 118. 
 
Tabel 14 
Hasil Fasilitasi terkait Materi Muatan 
Rumusan Ranperda Hasil Fasilitasi 
 Secara umum Materi Muatan dalam 
Ranperda yang mengatur terkait teknis 
diatur dalam Peraturan Bupati. 
 
Adapun analisis penulis terkait materi muatan dimaksudkan untuk 
mempertegas mengenai materi muatan yang sifatnya lebih umum dan yang teknis. 
Peraturan bupati merupakan peraturan yang ditetapkan untuk menjalankan perintah 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan 
kekuasaan pemerintahan daerah kabupaten. Sehingga pemprov bermaksud agar 
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seluruh materi muatan mengenai Ranperda RTH diatur dalam peraturan yang lebih 
konkret lagi. Sebagaimana termaktub dalam lampiran II bagian 205 Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanngan. 
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B. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Hasil 
Fasilitasi Rancangan Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah mengatur tentang tindak lanjut hasil fasilitasi rancangan 
peraturan daerah  kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam  Pasal 90 Ayat 3 yakni; 
“Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti oleh 
pemerintah daerah untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah 
berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya 
pembatalan”65. 
“Artinya setelah hasil fasilitasi diterima oleh pemerintah daerah, maka 
dilakukan sinkronisasi dan penyempurnaan rancangan perda oleh tim 
perundang-perundangan pada kantor bagian hukum Kepulauan Selayar66.” 
Adapun upaya Pemda terhadap hasil fasilitasi rancangan Perda RTH 
berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Farida Aryani,S.H. selaku Kepala Sub 
Bagian Perundang- undangan Kabupaten Kepulauan Selayar, beliau menjelaskan 
bahwa67: 
“Fasilitasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang RTH diatur di 
dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah. Hasil fasilitasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati paling 
lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan 
daerah kabupaten/kota. Apabila gubernur menyatakan hasil fasilitasi 
rancangan peraturan daerah sudah sesuai dengan kepentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati menetapkan 
rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah. Namun selalu ada perbaikan 
yang dilakukan oleh tim provinsi bersama-sama dengan tim kabupaten saat 
melakukan rapat pembahasan rancangan perda. Saat dilakukan rapat fasilitasi 
terhadap Ranperda RTH ada banyak poin yang dikoreksi dan diperbaiki. 
Kebanyakan yang dikoreksi adalah hanya pada bagian penggunaan 
bahasanya dan juga konsiderannya. Setelah mendapatkan hasil fasilitasi dari 
provinsi kami dari tim perundang-undangan melakukan penyempurnaan 
                                                          
65 Lihat Permendagri no 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 90 Ayat 1-3 
66 Wawancara dengan kepala sub bagian perundang-undangan kab. Kep. Selayar  tgl 29 Juni 2017 
67 Wawancara dengan kepala sub bagian perundang-undangan kab. Kep. Selayar tgl 29 Juni 2017 
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terhadap ranperda tersebut. Namun perlu diketahui bahwa hasil fasilitasi tidak 
serta merta diikuti oleh Pemda. Sesuai dengan hasil fasilitasi ranperda RTH 
ada 14 poin yang dikoreksi dan diperbaiki namun tidak semuanya diikuti. 
Setelah diadakan penyempurnaan maka rancangan perda tersebut diserahkan 
ke DPRD untuk ditetapkan oleh bupati kemudian disetorkan lagi ke provinsi 
untuk mendapatkan nomor registrasi.” 
 
Adapun poin yang tidak diikuti oleh Pemda Selayar adalah Pasal 1 Ayat 2 (dua) 
yaitu kata “Kepala daerah diubah menjadi Bupati”. 
1. Alasan Pemda Selayar tidak mengikuti saran hasil fasilitasi dari gubernur.  
Menurut hasil wawancara penulis dengan kepala sub bagian perundang-
undangan Kabupaten Kepulauan Selayar bahwa: 
“Alasan pertimbangan Pemda tidak mengikuti rekomendasi hasil fasilitasi dari 
gubernur pada Pasal 1 Ayat 2 kata Kepala Daerah diubah menjadi Bupati, 
menurut Pemda penggunaan kata Kepala Daerah telah sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya  
Pasal 1 Ayat 2 bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dan juga undang-
undang tersebut jika dilihat secara hierarkial berada diatas Perda. Sehingga 
menurut kami Pasal 1 Ayat 2 sudah benar dan tidak perlu diubah”68. 
 
2. Alasan gubernur merekomendasikan hasil fasilitasi terkait Pasal 1 Ayat 2 
ranperda RTH. 
Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Bina Hukum Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan: 
“Alasan pertimbangan Pemprov mengubah kata Kepala Daerah menjadi Bupati 
pada Pasal 1 Ayat 2 karena telah diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang Pasal 1 Ayat 8 yang menyebutkan bahwa Pemerintah 
daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai 
unsur  penyelenggara pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut 
                                                          
68 Wawancara dengan kepala sub bagian perundang-undangan kab/kep Selayar tgl 3 Oktober 2017 
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merupakan induk peraturan dari ranperda RTH. Sehingga perda RTH Selayar 
harus mengikuti peraturan induknya. 
Mengenai diikuti atau tidak diikutinya hasil fasilitasi dari kami, itu bukan 
merupakan kewenangan kami, karena dalam peraturan tidak diatur mengenai 
hal tersebut. Kewenangan kami hanya sebatas memberikan hasil fasilitasi yang 
telah disepakati bersama antara pemda dan pemprov. Setelah pemda 
melakukan penyempurnaan dan penetapan ranperda RTH Selayar kami 
memberikan nomor registrasi ”69. 
 
3. Dalam Permendagri Nomor 80/2015 juga tidak diatur mengenai implikasi dari 
hasil fasilitasi jika Pemda tidak mengikuti rekomendasi hasil fasilitasi dari 
gubernur70. 
Berdasarkan uraian di atas, adapun hasil analisis penulis mengenai penggunan 
kata “Kepala Daerah diubah menjadi Bupati”. Menurut penulis ada dua alasan kuat 
mengapa pemda seharusnya mengikuti rekomendasi dari gubernur.  
a. Bahwa penggunaan kata bupati merupakan amanah atau bagian 
yang tak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 
tentang Penataan Ruang yang meupakan peraturan induk dari 
ranperda RTH tersebut. Dimana telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 8 
bahwa Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, 
dan perangkat daerah sebagai unsur  penyelenggara pemerintahan 
daerah. 
b. Jika menggunakan kata kepala daerah maka akan ada penafsiran 
lain padahal yang dimaksud dalam ranperda tersebut kepala daerah 
adalah Bupati Selayar.  
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Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten 
Selayar tidak sepenuhnya mengikuti hasil fasilitasi rancangan perda yang diberikan 
oleh gubernur. Karena tidak adanya aturan yang mengharuskan Pemda agar 
mengikuti  rekomendasi dari Gubernur. Namun menurut penulis, Pemda Kabupaten 
Selayar harusnya lebih memerhatikan rekomendasi hasil fasilitasi dari gubernur. 
Mengingat rekomendasi yang diberikan sangat beralasan hukum. Dan sebaiknya ada 
pengaturan mengenai keharusan Pemda mengikuti rekomendasi dari Gubernur. Hal 
tersebut juga dimaksudkan untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi produk 
hukum daerah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka penulis menarik   
dua   kesimpulan   berdasarkan   rumusan   masalah   penelitian sebagai berikut: 
 
1. Pelaksanaan kewenangan gubernur dalam hal fasilitasi rancangan perda 
Kabupaten Kepulaun Selayar tentang Ruang Terbuka Hijau belum sepenuhnya 
berjalan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya alasan pertimbangan pada 
rekomendasi hasil fasilitasi dari gubernur. 
2. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap hasil 
fasilitasi rancangan perda RTH dilakukan dengan menyempurnakan rancangan 
perda RTH sesuai dengan rekomendasi hasil fasilitasi dari gubernur. Namun, 
Pemda tidak sepenuhnya mengikuti hasil fasilitasi rancangan perda tersebut 
karena tidak adanya aturan yg mengharuskan Pemda untuk mengikuti 
rekomendasi hasil fasilitasi dari gubernur.  
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan mekanisme 
fasilitasi rancangan perda kabupaten/kota dengan melihat kesimpulan diatas adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Penulis menyarankan, sebaiknya surat hasil fasilitasi yang dikeluarkan oleh 
gubernur dilengkapi dengan alasan pertimbangan terkait perbaikan ranperda 
RTH Selayar. 
69 
 
2. Penulis menyarankan: 
a. Sebaiknya Pemda Kabupaten Selayar lebih memerhatikan rekomendasi 
hasil fasilitasi dari gubernur mengingat rekomendasi yang diberikan 
sangat beralasan hukum. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan 
harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah. 
b. Sebaiknya dibuat aturan mengenai mekanisme fasilitasi dan implikasi 
pelaksanaan rekomendasi hasill fasilitasi. Agar supaya hasil fasilitasi dari 
gubernur dapat diikuti sehingga sistematika pembuatan Perda 
Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terlaksana dengan baik. 
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BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 
NOMOR         TAHUN 2016 
 
TENTANG 
 
RUANG TERBUKA HIJAU 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 
 
 
Menimbang : a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan pembangunan 
disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat dapat 
menimbulkan kerusakan lingkungan yang menurunkan 
daya dukung lahan dalam menopang kehidupan 
masyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga 
dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui 
penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai; 
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 35 Peraturan 
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang 
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Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka 
Hijau di Kawasan Perkotaan, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau; 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377);  
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4725); 
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
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 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5657); 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang 
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan 
Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3660);  
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang 
Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4242);  
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4373); 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4833); 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten 
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4889); 
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelengaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5103);  
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 
Perkotaan; 
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 249); 
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 
05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
(Lembaran Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2012 
Nomor 28). 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 
dan 
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BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 
 
MEMUTUSKAN: 
 
  
Menetapkan :   PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA 
HIJAU.  
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.  
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom..  
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah  
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. 
7. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih 
luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area 
memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka tanpa 
bangunan.  
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area 
memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman 
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 
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9. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan barang 
dan/atau jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.  
10. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang 
tidak termasuk dalam kategori RTH, melainkan berupa lahan yang 
diperkeras maupun yang berupa badan air.  
11. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah 
RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang 
pemanfaatannya untuk kalangan terbatas, antara lain berupa kebun atau 
halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami 
tumbuhan.  
12. RTH Publik yang selanjutnya disebut RTH Publik adalah RTH yang dimiliki 
dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten yang digunakan untuk 
kepentingan masyarakat secara umum.  
13. Sabuk Hijau adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi 
perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu 
dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.  
14. Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.  
15. Taman Kota, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik 
sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat 
kota.  
16. Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi 
kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur 
menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.  
17. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme 
dengan lingkungannya.  
18. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 
serta makhluk hidup lain. 
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19. Wilayah adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya 
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis. 
20. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok mahluk 
hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan 
dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan 
dan jasad renik. 
21. Sempadan Pantai/Sungai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai atau 
kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk 
mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai/danau.  
22. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan 
gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang 
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan 
lingkungan.  
23. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.  
24. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul 
atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan 
hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.  
25. Kearifan Lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan 
tradisional masyarakat lokal berupa kearifan Ekologis dalam pengelolaan 
dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau 
berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan 
keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani 
turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima 
masyarakat dalam membangun peradabannya.  
26. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan 
persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai 
terhadap limpasan air sungai.  
27. Vegetasi/tumbuhan, adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan, 
baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi 
pohon, perdu, semak, dan rumput.  
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28. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal 
batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.  
29. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.  
30. Pohon Kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 
(tujuh) meter.  
31. Pohon Sedang, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7 (tujuh) 
sampai dengan 12 (dua belas) meter.  
32. Pohon Besar, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 
(dua belas) meter.  
33. Setiap orang adalah semua orang, baik secara pribadi/individu maupun 
secara kelompok/badan usaha/Lembaga/organisasi. 
BAB II 
ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT RUANG TERBUKA HIJAU  
Pasal 2  
Penyelenggaraan RTH berdasarkan pada asas:  
a. manfaat;  
b. keserasian;  
c. keselarasan;  
d. keseimbangan;  
e. keadilan;  
f. transparansi; dan  
g. kebersamaan dan kemitraan.  
Pasal 3 
Penyelenggaraan RTH bertujuan untuk:  
a. menjaga kualitas lingkungan yang meliputi kualitas udara, kualitas air dan 
kualitas tutupan lahan; 
b. ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;  
c. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara 
lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan 
masyarakat; dan  
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d. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman 
lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. 
Pasal 4 
Fungsi RTH adalah terdiri atas:  
a. fungsi utama; dan  
b. fungsi tambahan.  
 
Pasal 5 
(1) Fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan 
fungsi yang berkaitan dengan Ekologis.  
(2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:  
a.  bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);  
b.  pengatur Iklim Mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami 
dapat berlangsung lancar;  
c.  sebagai tempat perlindungan plasma nutfah;  
d.  produsen oksigen;  
e.  pengatur tata air hujan;  
f.  penyedia habitat satwa;  
g.  penyerap polutan media udara, air dan tanah;  
h.  penahan angin; 
i. sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan 
penyangga kehidupan; dan 
j. peneduh. 
Pasal 6 
(1) Fungsi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, 
merupakan fungsi yang berkaitan dengan:  
a.  sosial dan budaya;  
b.  ekonomi; dan  
c.  estetika.  
(2) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
meliputi:  
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a.  ekspresi budaya Kearifan Lokal;  
b.  media komunikasi warga kota;  
c.  tempat rekreasi; dan  
d.  wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam 
mempelajari alam.  
(3) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:  
a.  sumber produk yang bisa dijual; dan  
b.  bagian dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan.  
(4) Fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:  
a.  meningkatkan kenyamanan;  
b.  memperindah lingkungan kota;  
c.  memperindah halaman rumah;  
d.  memperindah lingkungan permukiman;  
e.  memperindah lansekap kota secara keseluruhan;  
f.  menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;  
g.  memperindah arsitektural; dan  
h.  menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan 
tidak terbangun.  
Pasal 7 
(1) Manfaat RTH terdiri atas:  
a.  manfaat langsung; dan  
b.  manfaat tidak tidak langsung.  
(2) Manfaat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:  
a.  membentuk keindahan dan kenyamanan; dan  
b.  mendapatkan bahan untuk dijual.  
(3) Manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
adalah merupakan manfaat jangka panjang.  
(4) Manfaat jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:  
a. pembersih udara yang sangat efektif;  
b.  pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah; dan  
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c.  pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang 
ada.  
BAB III 
JENIS RUANG TERBUKA HIJAU 
Pasal 8 
(1) RTH diklasifikasikan menurut:  
a. fisiknya;  
b.  strukturnya; dan  
c.  kepemilikannya.  
(2) RTH menurut fisiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
atas:  
a.  RTH alami, berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-
taman nasional; dan  
b.  RTH binaan, berupa taman, lapangan olahraga, pemakaman dan jalur-
jalur hijau jalanan.  
 
 
(3) RTH menurut strukturnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dapat:  
a.  mengikuti pola Ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar); atau  
b. pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.  
(4) RTH menurut kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dibedakan ke dalam:  
a.  RTH Publik; dan  
b.  RTH Privat.  
(5) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:  
a. RTH pekarangan, meliputi halaman pekarangan perkantoran dan taman 
atap bangunan perkantoran. 
b.  RTH taman dan hutan kota, meliputi taman rukun tetangga, taman 
rukun warga, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan 
kota, dan Sabuk Hijau.  
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c. RTH jalur hijau jalan, meliputi pulau jalan atau median jalan dan jalur 
pejalan kaki.  
d.  RTH fungsi tertentu, meliputi RTH sempadan sungai, RTH sempadan 
pantai, RTH pengamanan sumber air baku/mata air dan RTH 
pemakaman.  
(6) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kebun 
atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami 
tumbuhan.  
 
BAB IV 
PERENCANAAN 
Pasal 9 
Perencanaan RTH merupakan bagian dari rencana tata ruang yang ditetapkan 
dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan 
keseimbangan fungsi lingkungan.  
Pasal 10 
(1) Setiap orang atau swasta dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan 
RTH.  
(2) Perencanaan dan perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk.  
 
BAB V 
PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU 
Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 11 
Penyediaan RTH diklarifikasikan menurut:  
a.  luas wilayahnya;  
b.  pekarangan;  
c.  halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;  
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d.  taman atap bangunan;  
e.  lingkungan/pemukiman;  
f.  taman perkotaan;  
g.  hutan kota;  
h.  Sabuk Hijau;  
i.  jalur hijau jalan;  
j.  taman pulau jalan atau median jalan;  
k.  pejalan kaki;  
l.  fungsi tertentu; dan  
m. pemakaman.  
Bagian Kedua 
Penyediaan RTH Menurut Luas Wilayahnya 
Pasal 12 
(1) Proporsi penyediaan RTH menurut luas wilayah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 huruf a, adalah minimal 30% (tiga puluh perseratus), yang 
terdiri dari 20% (dua puluh perseratus) RTH Publik dan 10% (sepuluh 
perseratus) RTH Privat;  
(2) Proporsi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran 
minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik 
keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat maupun 
sistem Ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih 
yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai 
estetika kota.  
 
Bagian Ketiga 
Penyediaan RTH Untuk Pekarangan 
Pasal 13 
(1) Penyediaan RTH untuk pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
huruf b, dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yang meliputi:  
a.  pekarangan rumah besar;  
b.  pekarangan rumah sedang; dan  
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c.  pekarangan rumah kecil.  
(2) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:  
a.  rumah dengan luas lahan di atas 500 (lima ratus) meter persegi;  
b.  RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m2) dikurangi luas 
dasar bangunan (m2); dan  
c.  jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon 
pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah 
dan/atau rumput.  
(3) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah sedang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:  
a.  rumah dengan luas lahan antara 200 (dua ratus) meter persegi sampai 
dengan 500 (lima ratus) meter persegi;  
b.  RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m2) dikurangi luas 
dasar bangunan (m2); dan  
c.  jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon 
pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup 
tanah dan atau rumput.  
(4) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah kecil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:  
a.  rumah dengan luas lahan di bawah 200 (dua ratus) meter persegi;  
b.  RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m2) dikurangi luas 
dasar bangunan (m2); dan  
c.  jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon 
pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah 
dan atau rumput.  
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Bagian Keempat 
Penyediaan RTH Untuk Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat 
Usaha 
Pasal 14 
(1) RTH untuk halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, yaitu berupa jalur trotoar 
dan area parkir terbuka.  
(2) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai 
berikut:  
a.  untuk tingkat KDB 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% 
(sembilan puluh perseratus) perlu menambahkan tanaman dalam pot;  
b.  perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di atas 90% 
(tujuh puluh perseratus), memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau 
sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 
(enam puluh) sentimeter;  
c.  persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat 
usaha dengan KDB di bawah 70% (tujuh puluh perseratus), berlaku 
seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada 
area di luar KDB yang telah ditentukan.  
Bagian Kelima 
Penyediaan RTH Dalam Bentuk Taman Atap Bangunan 
Pasal 15 
(1) Penyediaan RTH dalam bentuk taman atap bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, adalah dapat memanfaatkan ruang 
terbuka non hijau.  
(2) Lahan dengan koefisien dasar bangunan di atas 90% (sembilan puluh 
perseratus), RTH dapat disediakan pada atap bangunan.  
(3) Aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan taman atap bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:  
a.  struktur bangunan;  
b.  lapisan kedap air (waterproofing);  
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c.  sistem utilitas bangunan;  
d.  media tanam;  
e.  pemilihan material;  
f.  aspek keselamatan dan keamanan; dan  
g.  aspek pemeliharaan peralatan dan tanaman.  
Bagian Keenam 
Penyediaan RTH Untuk Lingkungan/Pemukiman 
Pasal 16 
(1) Penyediaan RTH untuk lingkungan /pemukiman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 huruf e, dibagi menjadi empat jenis, yang meliputi:  
a.  RTH taman rukun tetangga;  
b.  RTH taman rukun warga;  
c.  RTH kelurahan; dan  
d.  RTH kecamatan;  
(2) RTH taman rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 
(satu) rukun tetangga.  
(3) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:  
a.  minimal 1 (satu) meter persegi per penduduk rukun tetangga;  
b.  luas minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi;  
c.  lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 (tiga ratus) meter dari 
rumah-rumah penduduk yang dilayani;  
d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% 
(tujuh puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) 
dari luas taman; dan  
e.  terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau 
sedang.  
(4) RTH taman rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani 
penduduk 1 (satu) rukun warga.  
96 
 
(5) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan sebagai 
berikut:  
a.  minimal 0,5 (nol koma lima) meter persegi per penduduk RW;  
b.  luas minimal 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi;  
c.  lokasi taman berada pada radius kurang dari 1.000 (seribu) meter dari 
rumah-rumah penduduk yang dilayaninya;  
d.  luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% 
(tujuh puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) 
dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras 
sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan  
e.  terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil 
atau sedang.  
(6) RTH kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan 
dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) 
kelurahan.  
(7) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sebagai berikut:  
a.  minimal 0,30 (nol koma tiga) meter persegi per penduduk kelurahan;  
b.  luas minimal taman 9.000 (sembilan ribu) meter persegi;  
c.  lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan;  
d.  luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% 
(delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh 
perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang 
diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas;  
e.  ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan; dan  
f.  terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon 
kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (limap uluh) 
pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman 
pasif.  
(8) RTH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat 
disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 
1 (satu) kecamatan.  
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(9) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur sebagai berikut:  
a.  minimal 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk kecamatan;  
b.  luas taman minimal 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi;  
c.  lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan;  
d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% 
(delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh 
perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang 
diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan  
e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat 
minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau 
sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan 
dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.  
 
Bagian Ketujuh 
Penyediaan RTH Untuk Taman Kota 
Pasal 17 
(1) Penyediaan RTH untuk taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
huruf f, adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) 
kota atau bagian wilayah kota.  
(2) RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melayani minimal 
120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk dikawasan perkotaan dengan 
standar minimal 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk kota, 
dengan luas taman minimal 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi;  
(3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk sebagai 
RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan 
olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80% (delapan puluh 
perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus).  
(4) Semua fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbuka untuk umum.  
(5) Jenis Vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak 
ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon 
pencipta Iklim Mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.  
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Bagian Kedelapan 
Penyediaan RTH Untuk Hutan Kota 
Pasal 18 
(1) Penyediaan RTH untuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
huruf g, berfungsi untuk:  
a.  menjaga Iklim Mikro dan nilai estetika;  
b.  peresapan air;  
c.  menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan  
d.  pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.  
(2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) 
bentuk, yang meliputi:  
a.  bergerombol atau menumpuk;  
b.  menyebar;  
c.  berbentuk jalur;  
(3) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% (sembilan 
puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari luas 
hutan kota.  
(4) Lebar minimal hutan kota yang berbentuk jalur adalah 30 (tiga puluh) 
meter.  
Bagian Kesembilan 
Penyediaan RTH Untuk Sabuk Hijau 
Pasal 19 
(1) Penyediaan RTH untuk Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 huruf h, berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi 
perkembangan penggunaan lahan.  
(2) Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:  
a.  RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan 
lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai 
pembatas atau pemisah;  
b.  hutan kota; dan  
99 
 
c.  kebun campuran, perkebunan, persawahan, yang telah ada sebelumnya 
(eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, 
dipertahankan keberadaannya.  
Bagian Kesepuluh 
Penyediaan RTH Untuk Jalur Hijau Jalan 
Pasal 20 
(1) Penyediaan RTH untuk jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 huruf i, dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 
20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) 
dari Ruang Milik Jalan (Rumija) sesuai dengan kelas jalan.  
(2) Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), perlu memperhatikan fungsi tanaman dan persyaratan 
penempatannya.  
(3) Jenis tanaman yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
berupa jenis tanaman khas daerah setempat yang disukai oleh burung-
burung.  
Bagian Kesebelas 
Penyedian RTH Untuk Taman Pulau Jalan atau Median Jalan 
Pasal 21 
(1) Penyediaan RTH untuk taman pulau jalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 huruf j, terbentuk oleh geometris jalan (simpang tiga atau 
bundaran jalan).  
(2) Penyediaan RTH untuk median jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 huruf j, berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi 2 (dua) lajur 
atau lebih.  
(3) Median atau pulau jalan dapat berupa taman atau non taman.  
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Bagian Keduabelas 
Penyediaan RTH Untuk Pejalan Kaki 
Pasal 22 
(1) Penyediaan RTH untuk pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
huruf k, adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri dan 
kanan jalan atau di dalam taman.  
(2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat, 
meliputi:  
a.  kenyamanan; dan  
b.  karakter fisik;  
Bagian Ketigabelas 
Penyediaan RTH Untuk Fungsi Tertentu 
Paragraf 1 
Umum 
Pasal 23 
RTH untuk fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf l, 
terdiri dari:  
a.  sempadan sungai;  
b.  sempadan pantai; dan  
c.  pengamanan sumber air baku/mata air.  
Paragraf 2 
RTH Sempadan Sungai 
Pasal 24 
(1) RTH Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a 
adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang 
memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai dari berbagai gangguan 
yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.  
(2) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:  
a.  sungai bertanggul; dan  
b.  sungai tidak bertanggul.  
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(3) Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul, sedangkan 
garis Sempadan Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan 
sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.  
(4) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu:  
a.  sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis 
sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung 
dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;  
b.  sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai 
dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-
kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu 
ditetapkan;  
c.  sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, 
garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter 
dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.  
(5) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan 
ditetapkan sebagai berikut:  
a.  sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai 
seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih, penetapan garis 
sempadannya sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter;  
b.  Sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai 
kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, penetapan garis 
sempadannya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari 
tepi sungai pada waktu ditetapkan.  
Paragraf 3 
RTH Sempadan Pantai 
Pasal 25 
(1) RTH sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, 
memiliki fungsi:  
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a.  sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar 
tidak menggangu kelestarian pantai; dan  
b.  area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan 
oleh gelombang laut.  
(2) Lebar RTH Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 
100 (seratus) meter dari batas air pasang tertinggi ke arah darat.  
(3) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% (sembilan 
puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus).  
Paragraf 4 
RTH Pengaman Sumber Air Baku/Mata Air 
Pasal 26 
(1) RTH pengaman sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, 
terdiri atas :  
a.  sungai;  
b.  danau/waduk; dan  
c.  mata air.  
(2) RTH danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 
(lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.  
(3) RTH untuk mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak 
pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) 
meter di sekitar mata air.  
Bagian Keempatbelas 
Penyediaan RTH Pemakaman 
Pasal 27 
(1) Penyediaan RTH pada areal pemakaman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 huruf m, memiliki fungsi utama, meliputi:  
a.  tempat penguburan jenasah;  
b.  Ekologis; dan  
c.  fungsi sosial masyarakat di sekitar pemakaman.  
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(2) Penyediaan RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
bentuk pemakaman sebagai berikut:  
a.  ukuran makam 1 (satu) meter x 2 (dua) m;  
b.  jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 (nol koma lima) 
meter;  
c.  tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;  
d.  pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-
masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;  
e.  batas antar blok pemakaman berupa Pedestrian lebar 150 (seratus lima 
puluh) sentimeter sampai dengan 200 (dua ratus) sentimeter dengan 
deretan pohon pelindung di salah satu sisinya;  
f.  batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara 
pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; 
dan  
g. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan 
minimal 70% (tujuh puluh perseratus) dari total area pemakaman 
dengan tingkat liputan Vegetasi 80% (delapan puluh perseratus) dari 
luas ruang hijaunya.  
BAB VI 
PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGENDALIAN 
Bagian Kesatu 
Pemanfaatan RTH 
Pasal 28 
(1) Pemanfaatan RTH milik Pemerintah Daerah atau yang dikuasai oleh 
Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah adalah 
kewenangan Pemerintah Daerah.  
(2) Setiap orang atau badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan 
RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati.  
(3) Pemanfaatan RTH oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
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Bagian Kedua 
Pengelolaan RTH 
Pasal 29 
(1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, 
masyarakat dan swasta sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab 
masing-masing.  
(2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.  
Pasal 30 
Dalam rangka pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban 
mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, 
tanggung-jawab dan kemitraan semua pihak baik, Pemerintah Daerah, 
masyarakat, maupun swasta. 
Pasal 31 
Dalam upaya pengelolaan dan pelestarian RTH, maka ditetapkan kriteria jenis 
vegetasi berdasarkan kawasan, yang terdiri atas : 
a. Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pertamanan; 
b. Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Hutan Kota; 
c. Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Rekreasi Kota; 
d. Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Kegiatan Olah Raga; 
e. Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pemakaman; 
f. Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pertanian; 
g. Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Jalur Hijau; 
h. Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Permukiman/Pekarangan. 
Pasal 32 
Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pertamanan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 31 huruf a sebagai berikut: 
a. karakteristik tanaman: tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, 
perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat 
sampai rapat; 
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b. jenis ketinggian bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang; 
c. kecepatan tumbuhnya sedang; 
d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; 
e. jenis tanaman tahunan atau musiman; dan 
f. jarak tanaman setengah rapat. 
Pasal 33 
Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Hutan Kota sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 31 huruf b sebagai berikut: 
a. karakteristik tanaman: struktur daun rapat, ketinggian vegetasi bervariasi; 
b. kecepatan tumbuhnya cepat; 
c. dominan jenis tanaman tahunan; 
d. berupa habitat tanaman lokal; dan 
e. jarak tanaman rapat. 
Pasal 34 
Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Rekreasi Kota sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 31 huruf c sebagai berikut: 
a. karakteristik tanaman: tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, 
perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, 
ketinggian vegetasi bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain 
seimbang; 
b. kecepatan tumbuhnya sedang; 
c. jenis tanaman tahunan atau musiman;  
d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya: dan 
e. jarak tanaman tidak rapat. 
Pasal 35 
Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Kegiatan Olah Raga sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 31 huruf d sebagai berikut: 
a. karakteristik tanaman: tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, 
perakaran tidak mengganggu pondasi; 
b. jenis tanaman tahunan atau musiman; 
c. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; dan 
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d. jarak tanaman tidak rapat. 
Pasal 36 
Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pemakaman sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 31 huruf e sebagai berikut: 
a. kriteria tanaman: perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun 
renggang sampai setengah rapat, dominan warna hijau; 
b. jenis tanaman tahunan atau musiman; 
c. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; dan 
d. jarak tanaman renggang sampai setengah rapat. 
Pasal 37 
Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pertanian sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 31 huruf f sebagai berikut: 
a. karakteristik tanaman: struktur daun rapat, sekitar 50% warna dominan 
hijau; 
b. kecepatan tumbuhnya bervariasi dengan pola tanam diarahkan sesingkat 
mungkin pada lahan terbuka; 
c. jenis tanaman tahunan atau musiman; 
d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; dan 
e. jarak tanaman setengah rapat. 
Pasal 38 
Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 31 huruf g sebagai berikut: 
a. karakteristik tanaman: struktur daun setengah sampai rapat, dominan 
warna hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi; 
b. kecepatan tumbuhnya bervariasi; 
c. dominan jenis tanaman tahunan; 
d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman lokal dan tanaman budidaya; 
dan 
e. jarak tanaman setengah rapat sampai rapat. 
Pasal 39 
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Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Permukiman/Pekarangan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 31 huruf h sebagai berikut: 
a. kecepatan tumbuhnya bervariasi; 
b. pemeliharaan relatif; 
c. jenis tanaman tahunan atau tanaman musiman; 
d. berupa habitat tanaman lokal atau tanaman budidaya; dan 
e. jarak tanaman bervariasi. 
Bagian Ketiga 
Pengendalian RTH 
Pasal 40 
(1) Setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau swasta 
dan/atau untuk kepentingan perorangan atau swasta yang memakai lokasi 
RTH tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin 
dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-
undangan.  
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan 
persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian 
RTH dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.  
(3) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin 
yang telah diberikan.  
(4) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperpanjang;  
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.  
Pasal 41 
(1) Dalam hal izin tidak berlaku, maka lokasi RTH yang bersangkutan harus 
dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.  
(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.  
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BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 42 
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan, pengelolaan, 
pemanfaatan dan pengendalian RTH dilakukan oleh Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan RTH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.  
BAB VIII 
HAK DAN KEWAJIBAN 
Bagian Kesatu 
Hak dan Kewajiban Masyarakat 
Pasal 43 
(1) Masyarakat berkewajiban untuk:  
a.  menyediakan RTH pada pekarangannya masing-masing;  
b.  menanam pohon pelindung dan pohon yang kecil-kecil pada pekarangan 
masing-masing;  
c.  menanam pohon pelindung dan pohon kecil-kecil pada RTH taman 
rukun tetangga, taman rukun warga, taman kelurahan, dan taman 
kecamatan dalam kawasan perkotaan; dan  
d.  menjaga dan melindungi pohon-pohon pada RTH.  
(2) Masyarakat berhak untuk:  
a.  menikmati rasa keindahaan dan kenyamanan dari keberadaan ruang 
terbuka hijau;  
b.  memanfaatkan dan menikmati hasil dari RTH Privat; dan  
c.  memanfaatkan RTH Publik.  
(3) Untuk memanfaatkan RTH Publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mendapat izin dari 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.  
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Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Pihak Swasta 
Pasal 44 
(1) Kewajiban pihak swasta, meliputi:  
a.  pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha, baik itu berupa 
perumahan, mall, plaza, dan sebagainya dengan areal yang cukup luas, 
wajib menyertakan konsep pembangunan RTH;  
b. menanam pohon pelindung dan pohon-pohon kecil pada lokasi usaha 
yang akan dibangunnya;  
c.  membangun dan memelihara RTH; dan  
d. mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi 
pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan RTH;  
(2) Hak pihak swasta, meliputi:  
a.  menikmati rasa keindahan dan kenyamanan dari keberadaan RTH; dan  
b.  izin dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola dan 
memanfaatkan RTH.  
BAB IX 
PERAN SERTA MASYARAKAT 
Pasal 45 
(1) Masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta 
dalam perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan 
pengendalian RTH.  
(2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaran RTH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi:  
a. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan 
kualitas lingkungan;  
b. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di pekarangan, 
dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan, dan 
pengelolaan sampah;  
c.  turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH;  
d.  turut serta menyediakan dan memanfatkan RTH;  
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e.  membentuk forum masyarakat peduli RTH atau komunitas masyarakat 
RTH di kecamatan dalam kawasan perkotaan;  
f.  meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, 
pembangunan serta pemanfaatan RTH melalui sosialisasi, pelatihan dan 
diskusi di kelompok-kelompok masyarakat;  
g. meningkatkan kemampuan masyarakat, melalui forum, komunitas, dan 
lainnya dalam mengelola permasalahan, konflik yang muncul 
sehubungan dengan pembangunan RTH;  
h. menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu untuk 
proses sosialisasi;  
i. menyusun mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik serta respon 
bersama dengan Pemerintah Daerah;  
j. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan 
disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.  
(3) Peran swasta dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi:  
a. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam 
membangun dan memelihara RTH;  
b. memfasilitasi proses pembelajaran kerjasama pemerintah, swasta dan 
masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan 
penyusunan RTH perkotaan;  
c. berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan sehubungan 
dengan pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat 
dan swasta yang terkait dengan pembangunan RTH; dan  
d. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan 
disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.  
(4) Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelenggaraan 
RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:  
a. membentuk sistem mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah, 
masyarakat dan swasta dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan 
informasi pembangunan RTH;  
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b. menyelenggarakan proses mediasi jika terdapat perbedaan pendapat 
atau kepentingan antara pihak yang terlibat;  
c. berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan penjelasan 
mengenai proses kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan 
swasta serta mengenai proses pengajuan keluhan dan penyelesaian 
konflik yang terjadi;  
d. memberikan pelatihan kepada masyarakat dan/atau yang terkait dalam 
pembangunan RTH, maupun dengan proses diskusi dan seminar;  
e. menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang 
memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses 
pemanfaatan ruang secara proporsional, adil dan bertanggung jawab;  
f.  bersama antara pemerintah daerah, perwakilan masyarakat dan swasta 
untuk aktif melakukan mediasi; dan  
g. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan 
disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian;  
BAB X 
LARANGAN 
Pasal 46 
(1) Setiap orang atau badan dilarang menebang/memotong/menyakiti pohon 
baik secara langsung maupun secara pelan-pelan pada kawasan RTH 
Publik tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 
(2) Setiap orang atau badan dilarang merusak, menggali, dan/atau mengambil 
batu, tanah dan pasir pada kawasan RTH Publik. 
(3) Setiap orang atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana pada 
kawasan RTH Publik.  
(4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pemindahan terhadap sarana 
dan prasarana pada kawasan RTH Publik tanpa izin Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk.  
(5) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah/kotoran/limbah 
dalam kawasan RTH Publik, kecuali pada tempat-tempat yang telah 
disediakan untuk itu. 
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Pasal 47 
Setiap orang yang menguasai atau memiliki lahan di kawasan RTH Publik 
dilarang untuk melakukan kegiatan pembangunan dalam bentuk apapun, 
kecuali jika bangunan tersebut secara nyata berfungsi untuk menunjang 
fungsi RTH Publik. 
Pasal 48 
Pemanfaatan lahan pada kawasan RTH Publik untuk mendirikan bangunan 
yang menunjang fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 harus 
berdasarkan perencanaan tapak (site plan) yang disetujui oleh Bupati. 
Pasal 49 
Setiap perencanaan tapak (site plan) untuk mendirikan bangunan dalam 
kawasan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diwajibkan 
untuk memperhatikan perbandingan antara luas lahan terbangun dengan luas 
lahan terbuka hijau. 
Pasal 50 
Penebangan/pembunuhan pohon atau tanaman pada kawasan RTH atau di 
luar kawasan RTH dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk. 
Pasal 51 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk 
menebang/membunuh pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan 
ketentuan: 
a. apabila batang dan atau akarnya telah lapuk dan dapat merusak ekosistem 
atau membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda; 
b. apabila mengganggu jaringan listrik, jaringan telepon, lalu lintas dan atau 
fasilitas umum lainnya; dan 
c. apabila menurut hasil pemeriksaan/penelitian menunjukan bahwa pohon 
atau tanaman tersebut merupakan sumber hama/penyakit. 
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BAB XI 
SANKSI ADMINISTRATIF 
Pasal 52 
(1) Setiap orang atau pihak swasta yang memanfaatkan dan mengelola RTH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43 tanpa izin dari 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dikenakan sanksi administrasi sebagai 
berikut:  
a.  teguran lisan;  
b.  peringatan tertulis;  
c.  pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;  
d.  pembatalan dan/atau pencabutan izin; atau  
e.  pembongkaran.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan 
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati.  
 
 
BAB XII 
PENYIDIKAN 
Pasal 53 
(1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.  
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang:  
a.  menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan 
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Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap 
dan jelas;  
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah 
ini;  
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah 
ini;  
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;  
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukti tersebut;  
f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaan tugas penyidik 
tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;  
g.  menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;  
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur 
dalam Peraturan Daerah ini;  
i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi;  
j.  menghentikan penyidikan; dan/atau  
k.  melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
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BAB XIII 
KETENTUAN PIDANA 
Pasal 54 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 46, 47, 48, 49, 50, 51 
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling 
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor seluruhnya ke Kas 
Negara.  
(4) Pemberian sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
mengurangi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
BAB XIV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 55 
RTH Daerah digambarkan dalam peta Rencana RTH Kabupaten Kepulauan 
Selayar dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1:25.000 yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 56 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar.  
 Ditetapkan di Kepulauan Selayar  
 pada tanggal ……………  
 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,  
 
   MUH. BASLI ALI  
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Diundangkan di Benteng  
pada tanggal ………………  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
 
Dr. Ir. H. MARJANI SULTAN, M.Si.  
LEMBARAN DAERAH KEPULAUAN SELAYAR     TAHUN ... NOMOR ..... 
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BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 
NOMOR     TAHUN 2016 
 
TENTANG 
 
RUANG TERBUKA HIJAU 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 
 
 
Menimbang : a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan pembangunan 
disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat dapat 
menimbulkan kerusakan lingkungan yang menurunkan 
daya dukung lahan dalam menopang kehidupan 
masyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga 
dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui 
penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai; 
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 35 Peraturan 
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang 
Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka 
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Hijau di Kawasan Perkotaan, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377);  
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
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Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang 
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata 
Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3660);  
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang 
Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4242);  
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten 
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4889); 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
PenyelengaraanPenataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);  
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 
Perkotaan; 
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 249); 
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03 
Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup…………..; 
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 05 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan; 
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 
5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 
2012 Nomor 28); 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 
dan 
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR 
 
MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA 
HIJAU.  
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.  
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah  
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. 
7. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih 
luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area 
memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka tanpa 
bangunan.  
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area 
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman 
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 
9. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan barang 
dan/atau jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 
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10. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang 
tidak termasuk dalam kategori RTH, melainkan berupa lahan yang 
diperkeras maupun yang berupa badan air.  
11. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disebut RTH Privat adalah 
RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang 
pemanfaatannya untuk kalangan terbatas, antara lain berupa kebun atau 
halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami 
tumbuhan.  
12. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTH Publik adalah 
RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten yang 
digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.  
13. Sabuk Hijau adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi 
perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu 
dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu. 
14. Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.  
15. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik 
sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat 
kota.  
16. Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi 
kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur 
menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin. 
17. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme 
dengan lingkungannya.  
18. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 
serta makhluk hidup lain. 
19. Wilayah adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya 
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis. 
20. Paru-paru kota adalah bagian dari sistem sirkulasi udara. 
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21. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok mahluk 
hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan 
dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan 
dan jasad renik. 
22. Sempadan Pantai/Sungai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai atau 
kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk 
mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai/danau. 
23. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka 
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan 
gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang 
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan 
lingkungan. 
24. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.  
25. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul 
atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan 
hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.  
26. Kearifan Lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan 
tradisional masyarakat lokal berupa kearifan Ekologis dalam pengelolaan 
dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau 
berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan 
keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani 
turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima 
masyarakat dalam membangun peradabannya.  
27. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan 
persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai 
terhadap limpasan air sungai.  
28. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan, 
baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi 
pohon, perdu, semak, dan rumput.  
29. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal 
batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.  
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30. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.  
31. Pohon Kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 
(tujuh) meter.  
32. Pohon Sedang adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7 (tujuh) 
sampai dengan 12 (dua belas) meter. 
33. Pohon Besar adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 
(dua belas) meter. 
34. Geometris jalan adalah lokasi yang terbentuk dari simpang tiga atau 
bundaran jalan. 
35. Setiap orang adalah semua orang, baik secara pribadi/individu maupun 
secara kelompok/badan usaha/Lembaga/organisasi. 
BAB II 
ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT RUANG TERBUKA HIJAU  
Bagian Kesatu 
Asas Ruang Terbuka Hijau 
Pasal 2 
Penyelenggaraan RTH berdasarkan pada asas:  
a. manfaat;  
b. keserasian;  
c. keselarasan;  
d. keseimbangan;  
e. keadilan;  
f. transparansi; dan  
g. kebersamaan dan kemitraan.  
Bagian Kedua 
Tujuan Ruang Terbuka Hijau 
Pasal 3 
Penyelenggaraan RTH bertujuan untuk:  
e. menjaga kualitas lingkungan yang meliputi kualitas udara, kualitas air dan 
kualitas tutupan lahan; 
f. ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;  
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g. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara 
lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan 
masyarakat; dan  
h. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman 
lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. 
Bagian Ketiga 
Fungsi Ruang Terbuka Hijau 
Pasal 4 
Fungsi RTH adalah terdiri atas:  
a. fungsi utama; dan  
b. fungsi tambahan.  
 
Pasal 5 
(3) Fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan 
fungsi yang berkaitan dengan Ekologis.  
(4) Fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:  
a.  bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);  
b.  pengatur Iklim Mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami 
dapat berlangsung lancar;  
c.  sebagai tempat perlindungan plasma nutfah;  
d.  produsen oksigen;  
e.  pengatur tataair hujan;  
f.  penyedia habitat satwa;  
g.  penyerap polutan media udara, air dan tanah;  
h.  penahan angin; 
i. sebagai areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan 
penyangga kehidupan;dan 
j. peneduh. 
Pasal 6 
(1) Fungsi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, 
merupakan fungsi yang berkaitan dengan:  
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a.  sosial dan budaya;  
b.  ekonomi; dan  
c.  estetika.  
(2) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
meliputi:  
a.  ekspresi budaya kearifan lokal;  
b.  media komunikasi warga kota;  
c.  tempat rekreasi; dan  
d.  wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam 
mempelajari alam.  
(3) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:  
a.  sumber produk yang bisa dijual; dan  
b.  bagian dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan.  
(4) Fungsi estetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:  
a.  meningkatkan kenyamanan;  
b.  memperindah lingkungan kota;  
c.  memperindah halaman rumah;  
d.  memperindah lingkungan permukiman;  
e.  memperindah lansekap kota secara keseluruhan;  
f.  menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;  
g.  memperindah arsitektural; dan  
h.  menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan 
tidak terbangun.  
Bagian Keempat 
Manfaat Ruang Terbuka Hijau 
Pasal 7 
(1) Manfaat RTH terdiri atas:  
a.  manfaat langsung; dan  
b.  manfaat tidak langsung. 
(2) Manfaat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:  
a.  membentuk keindahan dan kenyamanan; dan  
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b.  mendapatkan bahan untuk dijual.  
(3) Manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
adalah merupakan manfaat jangka panjang.  
(4) Manfaat jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:  
a. pembersih udara yang sangat efektif;  
b.  pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah; dan  
c.  pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang 
ada.  
BAB III 
RUANG LINGKUP 
Pasal 8 
Ruang lingkup ruang terbuka hijau meliputi : 
a. Jenis ruang terbuka hijau 
b. Perencanaan 
c. Penyediaan ruang terbuka hijau 
d. Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pengendalian 
JENIS RUANG TERBUKA HIJAU 
Pasal 9 
(1) RTH diklasifikasikan menurut:  
a. fisiknya;  
b.  strukturnya; dan  
c.  kepemilikannya.  
(2) RTH menurut fisiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
atas:  
a.  RTH alami, berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-
taman nasional; dan  
b.  RTH binaan, berupa taman, lapangan olahraga, pemakaman dan jalur-
jalur hijau jalanan. 
(3) RTH menurut strukturnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dapat:  
a.  mengikuti pola Ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar); atau  
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b. pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.  
(4) RTH menurut kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dibedakan ke dalam:  
a.  RTH Publik; dan  
b.  RTH Privat.  
(5) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:  
a. RTH pekarangan, meliputi halaman pekarangan perkantoran dantaman 
atap bangunan perkantoran; 
b.  RTHtaman dan hutan kota, meliputi taman rukun tetangga, taman 
rukun warga, taman kelurahan/desa, taman kecamatan, taman kota, 
hutan kota, dan Sabuk Hijau; 
c. RTH jalur hijau jalan, meliputi median jalan dan jalur pejalan kaki; dan 
d.  RTH fungsi tertentu, meliputiRTH sempadan sungai,RTH sempadan 
pantai, RTH pengamanan sumber air baku/mata air dan RTH 
pemakaman.  
(6) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kebun 
atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami 
tumbuhan.  
BAB IV 
PERENCANAAN 
Pasal 10 
Perencanaan RTH merupakan bagian dari rencana tata ruang yang ditetapkan 
dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan 
keseimbangan fungsi lingkungan. 
 
Pasal 11 
(1) Setiap orang atau swasta dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan 
RTH.  
(2) Perencanaan dan perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk.  
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BAB V 
PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU 
Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 12 
Penyediaan RTH diklasifikasikan menurut:  
a.  luas wilayahnya;  
b.  pekarangan;  
c.  halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;  
d.  taman atap bangunan;  
e.  lingkungan/pemukiman;  
f.  taman perkotaan;  
g.  hutan kota; 
h.  taman keanekaragaman hayati (kehati); 
i.   taman hutan rakyat (tahura); 
j.   kebun raya; 
k.  sabuk hijau;  
l.  jalur hijau jalan;  
m. median jalan;  
n.  pejalan kaki;  
o.  fungsi tertentu; dan 
p. pemakaman.  
 
Bagian Kedua 
Penyediaan RTH Menurut Luas Wilayahnya 
Pasal 13 
(1) Proporsi penyediaan RTH menurut luas wilayah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf a, adalah minimal 30% (tiga puluh perseratus), yang 
terdiri dari 20% (dua puluh perseratus) RTH Publik dan 10% (sepuluh 
perseratus) RTH Privat. 
130 
 
(2) Proporsi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran 
minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik 
keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat maupun 
sistem Ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih 
yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai 
estetika kota.  
Bagian Ketiga 
Penyediaan RTH Untuk Pekarangan 
Pasal 14 
(1) Penyediaan RTH untuk pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b, dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yang meliputi:  
a.  pekarangan rumah besar;  
b.  pekarangan rumah sedang; dan  
c.  pekarangan rumah kecil.  
(2) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:  
a.  rumah dengan luas lahan di atas 500 (lima ratus) meter persegi;  
b.  RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m2) dikurangi luas 
dasar bangunan (m2); dan  
c.  jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon 
pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah 
dan/atau rumput.  
(3) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah sedang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:  
a.  rumah dengan luas lahan antara 200 (dua ratus) meter persegi sampai 
dengan 500 (lima ratus) meter persegi;  
b.  RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m2) dikurangi luas 
dasar bangunan (m2); dan  
c.  jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon 
pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup 
tanah dan/atau rumput.  
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(4) Karakteristik dan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah kecil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:  
a.  rumah dengan luas lahan di bawah 200 (dua ratus) meter persegi;  
b.  RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan (m2) dikurangi luas 
dasar bangunan (m2); dan  
c.  jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon 
pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah 
dan atau rumput.  
Bagian Keempat 
Penyediaan RTH Untuk Halaman Perkantoran, Pertokoan,  
dan Tempat Usaha 
Pasal 15 
(1) RTH untuk halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, yaitu berupa jalur trotoar 
dan area parkir terbuka.  
(2) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai 
berikut:  
a.  untuk tingkat KDB 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% 
(sembilan puluh perseratus) perlu menambahkan tanaman dalam pot;  
b.  perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB di atas 90% 
(tujuh puluh perseratus), memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau 
sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 
(enam puluh) sentimeter;  
c.  persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat 
usaha dengan KDB di bawah 70% (tujuh puluh perseratus), berlaku 
seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada 
area di luar KDB yang telah ditentukan.  
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Bagian Kelima 
Penyediaan RTH Dalam Bentuk Taman Atap Bangunan 
Pasal 16 
(1) Penyediaan RTH dalam bentuk taman atap bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, adalah dapat memanfaatkan ruang 
terbuka non hijau.  
(2) Lahan dengan koefisien dasar bangunan di atas 90% (sembilan puluh 
perseratus), RTH dapat disediakan pada atap bangunan.  
(3) Aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan taman atap bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:  
a.  struktur bangunan;  
b.  lapisan kedap air (waterproofing);  
c.  sistem utilitas bangunan;  
d.  media tanam;  
e.  pemilihan material;  
f.  aspek keselamatan dan keamanan; dan  
g.  aspek pemeliharaan peralatan dan tanaman.  
 
Bagian Keenam 
Penyediaan RTH Untuk Lingkungan/Pemukiman 
Pasal 17 
(1) Penyediaan RTH untuk lingkungan/pemukiman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf e, dibagi menjadi empat jenis, yang meliputi:  
a.  RTH taman rukun tetangga;  
b.  RTH taman rukun warga;  
c.  RTH kelurahan/desa; dan  
d.  RTH kecamatan;  
(2) RTH taman rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 
(satu) rukun tetangga.  
(3) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:  
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a.  minimal 1 (satu) meter persegi per penduduk rukun tetangga;  
b.  luas minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi;  
c.  lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 (tiga ratus) meter dari 
rumah-rumah penduduk yang dilayani;  
d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% 
(tujuh puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) 
dari luas taman; dan  
e.  terdapat minimal 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau 
sedang.  
(4) RTH taman rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani 
penduduk 1 (satu) rukun warga.  
(5) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan sebagai 
berikut:  
a.  minimal 0,5 (nol koma lima) meter persegi per penduduk RW;  
b.  luas minimal 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi;  
c.  lokasi taman berada pada radius kurang dari 1.000 (seribu) meter dari 
rumah-rumah penduduk yang dilayaninya;  
d.  luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% 
(tujuh puluh perseratus) sampai dengan 80% (delapan puluh perseratus) 
dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras 
sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan  
e.  terdapat minimal 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil 
atau sedang.  
(6) RTH kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 
1 (satu) kelurahan/desa.  
(7) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sebagai berikut:  
a.  minimal 0,30 (nol koma tiga) meter persegi per penduduk 
kelurahan/desa;  
b.  luas minimal taman 9.000 (sembilan ribu) meter persegi;  
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c.  lokasi taman berada pada wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan;  
d.  luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% 
(delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh 
perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang 
diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas;  
e.  ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan; dan  
f.  terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon 
kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (limap uluh) 
pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman 
pasif.  
(8) RTH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat 
disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 
1 (satu) kecamatan.  
(9) Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur sebagai berikut:  
a.  minimal 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk kecamatan;  
b.  luas taman minimal 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi;  
c.  lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan;  
d. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% 
(delapan puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh 
perseratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang 
diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan  
e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat 
minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau 
sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan 
dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.  
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Bagian Ketujuh 
Penyediaan RTH Untuk Taman Kota 
Pasal 18 
(1) Penyediaan RTH untuk taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf f, adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) 
kota atau bagian wilayah kota.  
(2) RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melayani minimal 
120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk dikawasan perkotaan dengan 
standar minimal 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk kota, 
dengan luas taman minimal 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi. 
(3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk sebagai 
RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan 
olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80% (delapan puluh 
perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus).  
(4) Semua fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbuka untuk umum.  
(5) Jenis Vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak 
ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon 
pencipta Iklim Mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan. 
 
Bagian Kedelapan 
Penyediaan RTH Untuk Hutan Kota 
Pasal 19 
(1) Penyediaan RTH untuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf g, berfungsi untuk:  
a.  menjaga Iklim Mikro dan nilai estetika;  
b.  peresapan air;  
c.  menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan  
d.  pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.  
(2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) 
bentuk, yang meliputi:  
a.  bergerombol atau menumpuk;  
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b.  menyebar; dan 
c.  berbentuk jalur. 
(3) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% (sembilan 
puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari luas 
hutan kota.  
(4) Lebar minimal hutan kota yang berbentuk jalur adalah 30 (tiga puluh) 
meter.  
Bagian Kesembilan 
Penyediaan RTH untuk Taman Kehati 
Pasal 20 
(1) Penyediaan RTH untuk taman kehati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf h, adalah taman keanekaragaman hayati. 
(2) Taman Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk : 
a. koleksi tumbuhan; 
b. pengembangbiakan tumbuhan dan satwa pendukung penyedia bibit; 
c. sumber genetic tumbuhan dan tanaman local; 
d. sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 
ekowisata; 
e. sumber bibit dan benih; dan 
f. penambahan tutupan vegetasi. 
Bagian Kesepuluh 
Penyediaan RTH untuk Tahura 
Pasal 21 
(1) Penyediaan RTH untuk Tahura, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf i, adalah taman hutan raya yang merupakan kawasan pelestarian 
alam dengan tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau 
buatan, jenis asli dan atau bukan asli. 
(2) Tahura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan untuk : 
a. penelitian dan pengembangan IPTEK; 
b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi; 
c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati; 
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d. penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energy air, panas, dan 
angin serta wisata alam; 
e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang 
budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah; 
f. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka 
pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan 
dalam lingkungan yang semi alami. 
g. pemanfaatan tradisonal oleh masyarakat setempat, dapat berupa 
kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, 
serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi. 
Bagian Kesebelas 
Penyediaan RTH untuk Kebun Raya 
Pasal 22 
(1) Penyediaan RTH untuk kebun raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf j, adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex-situ yang memiliki 
koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi, 
taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut. 
(2) Kebun raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan 
untuk: 
a. konservasi; 
b. penelitian; 
c. pendidikan; 
d. wisata; dan 
e. jasa lingkungan. 
 
Bagian Kedua Belas 
Penyediaan RTH Untuk Sabuk Hijau 
Pasal 20 
(1) Penyediaan RTH untuk Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf h, berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi 
perkembangan penggunaan lahan. 
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(2) Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:  
a.  RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan 
lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai 
pembatas atau pemisah;  
b.  hutan kota; dan  
c.  kebun campuran, perkebunan, persawahan, yang telah ada sebelumnya 
(eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, 
dipertahankan keberadaannya.  
 
Bagian Ketiga Belas 
Penyediaan RTH Untuk Jalur Hijau Jalan 
Pasal 21 
(1) Penyediaan RTH untuk jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf i, dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 
20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 30% (tiga puluh perseratus) 
dari Ruang Milik Jalan (Rumija) sesuai dengan kelas jalan.  
(2) Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), perlu memperhatikan fungsi tanaman dan persyaratan 
penempatannya.  
(3) Jenis tanaman yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
berupa jenis tanaman khas daerah setempat yang disukai oleh burung-
burung.  
 
Bagian Keempat Belas 
Penyedian RTH Untuk Median Jalan 
Pasal 22 
(1) Penyediaan RTH untuk media jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf j, terbentuk oleh geometris jalan.  
(2) Penyediaan RTH untuk median jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf j, berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi 2 (dua) lajur 
atau lebih. 
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(3) Median jalan dapat berupa taman atau non taman.  
 
Bagian Kelima Belas 
Penyediaan RTH Untuk Pejalan Kaki 
Pasal 23 
(1) Penyediaan RTH untuk pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf k, adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri dan 
kanan jalan atau di dalam taman.  
(2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat, 
meliputi:  
a.  kenyamanan; dan  
b.  karakter fisik. 
 
Bagian Keenam Belas 
Penyediaan RTH Untuk Fungsi Tertentu 
Paragraf 1 
Umum 
Pasal 24 
RTH untuk fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l, 
terdiri dari:  
a.  sempadan sungai;  
b.  sempadan pantai; dan  
c.  pengamanan sumber air baku/mata air.  
Paragraf 2 
RTH Sempadan Sungai 
Pasal 25 
(1) RTH Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a 
adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang 
memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai dari berbagai gangguan 
yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.  
(2) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:  
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a.  sungai bertanggul; dan  
b.  sungai tidak bertanggul.  
(3) Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul, sedangkan 
garis Sempadan Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan 
sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.  
(4) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu:  
a.  sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis 
sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung 
dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;  
b.  sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai 
dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-
kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu 
ditetapkan; dan 
c.  sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, 
garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter 
dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.  
(5) Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan 
ditetapkan sebagai berikut:  
a.  sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai 
seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih, penetapan garis 
sempadannya sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter; dan 
b.  Sungai kecil, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai 
kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, penetapan garis 
sempadannya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari 
tepi sungai pada waktu ditetapkan.  
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Paragraf 3 
RTH Sempadan Pantai 
Pasal 26 
(1) RTH sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, 
memiliki fungsi:  
a.  sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar 
tidak menggangu kelestarian pantai; dan  
b.  area pengaman pantai dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan 
oleh gelombang laut.  
(2) Lebar RTH Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 
100 (seratus) meter dari batas air pasang tertinggi ke arah darat.  
(3) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% (sembilan 
puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus).  
 
Paragraf 4 
RTH Pengaman Sumber Air Baku/Mata Air 
Pasal 27 
(1) RTH pengaman sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, 
terdiri atas : 
a.  sungai;  
b.  danau/waduk; dan  
c.  mata air.  
(2) RTH danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 
(lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.  
(3) RTH untuk mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak 
pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) 
meter di sekitar mata air.  
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Bagian Ketujuh Belas 
Penyediaan RTH Pemakaman 
Pasal 28 
(1) Penyediaan RTH pada areal pemakaman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf m, memiliki fungsi utama, meliputi:  
a.  tempat penguburan jenasah;  
b.  Ekologis; dan  
c.  fungsi sosial masyarakat di sekitar pemakaman.  
(2) Penyediaan RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 
bentuk pemakaman sebagai berikut:  
a.  ukuran makam 1 (satu) meter x 2 (dua) m;  
b.  jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 (nol koma lima) 
meter;  
c.  tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan;  
d.  pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-
masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;  
e.  batas antar blok pemakaman berupa Pedestrian lebar 150 (seratus lima 
puluh) sentimeter sampai dengan 200 (dua ratus) sentimeter dengan 
deretan pohon pelindung di salah satu sisinya;  
f.  batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara 
pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; 
dan  
g. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan 
minimal 70% (tujuh puluh perseratus) dari total area pemakaman 
dengan tingkat liputan Vegetasi 80% (delapan puluh perseratus) dari 
luas ruang hijaunya.  
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BAB VI 
PEMANFAATAN, PENGELOLAAN, DAN PENGENDALIAN 
Bagian Kesatu 
Pemanfaatan RTH 
Pasal 29 
(1) Pemanfaatan RTH milik Pemerintah Daerah atau yang dikuasai oleh 
Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah adalah 
kewenangan Pemerintah Daerah. 
(2) Setiap orang atau badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan 
RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati.  
(3) Pemanfaatan RTH oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
Bagian Kedua 
Pengelolaan RTH 
Pasal 30 
(1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, 
masyarakat dan swasta sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab 
masing-masing. 
(2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. 
 
Pasal 31 
Dalam rangka pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban 
mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, 
tanggungjawab dan kemitraan semua pihak, baik Pemerintah Daerah, 
masyarakat, maupun swasta. 
Pasal 32 
Dalam upaya pengelolaan dan pelestarian RTH, maka ditetapkan kriteria jenis 
vegetasi berdasarkan kawasan, yang terdiri atas : 
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i. kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pertamanan; 
j. kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Hutan Kota; 
k. kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Rekreasi Kota; 
l. kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Kegiatan Olah Raga; 
m. kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pemakaman; 
n. kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pertanian; 
o. kriteria Vegetasi untuk Kawasan Jalur Hijau; dan 
p. kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Permukiman/Pekarangan. 
 
Pasal 33 
Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pertamanan sebagaimana 
dimaksuddalam Pasal 32 huruf a sebagai berikut: 
g. karakteristik tanaman: tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, 
perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat 
sampai rapat; 
h. jenis ketinggian bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang; 
i. kecepatan tumbuhnya sedang; 
j. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; 
k. jenis tanaman tahunan atau musiman; dan 
l. jarak tanaman setengah rapat. 
 
Pasal 34 
Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Hutan Kota sebagaimana 
dimaksuddalam Pasal 32 huruf b sebagai berikut: 
f. karakteristik tanaman: struktur daun rapat, ketinggian vegetasi bervariasi; 
g. kecepatan tumbuhnya cepat; 
h. dominan jenis tanaman tahunan; 
i. berupa habitat tanaman lokal; dan 
j. jarak tanaman rapat. 
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Pasal 35 
Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Rekreasi Kota sebagaimana 
dimaksuddalam Pasal 32 huruf c sebagai berikut: 
f. karakteristik tanaman: tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, 
perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, 
ketinggian vegetasi bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain 
seimbang; 
g. kecepatan tumbuhnya sedang; 
h. jenis tanaman tahunan atau musiman; 
i. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya: dan 
j. jarak tanaman tidak rapat. 
 
Pasal 36 
Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Kegiatan Olah Raga sebagaimana 
dimaksuddalam Pasal 32 huruf d sebagai berikut: 
e. karakteristik tanaman: tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, 
perakaran tidak mengganggu pondasi; 
f. jenis tanaman tahunan atau musiman; 
g. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; dan 
h. jarak tanaman tidak rapat. 
 
Pasal 37 
Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pemakaman sebagaimana 
dimaksuddalam Pasal 32 huruf e sebagai berikut: 
e. kriteria tanaman: perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun 
renggang sampai setengah rapat, dominan warna hijau; 
f. jenis tanaman tahunan atau musiman; 
g. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; dan 
h. jarak tanaman renggang sampai setengah rapat. 
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Pasal 38 
Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Pertanian sebagaimana 
dimaksuddalam Pasal 32 huruf f sebagai berikut: 
f. karakteristik tanaman: struktur daun rapat, sekitar 50% warna dominan 
hijau; 
g. kecepatan tumbuhnya bervariasi dengan pola tanam diarahkan sesingkat 
mungkin pada lahan terbuka; 
h. jenis tanaman tahunan atau musiman; 
i. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; dan 
j. jarak tanaman setengah rapat. 
 
Pasal 39 
Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Jalur Hijau sebagaimana dimaksuddalam 
Pasal 32 huruf g sebagai berikut: 
f. karakteristik tanaman: struktur daun setengah sampai rapat, dominan 
warna hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi; 
g. kecepatan tumbuhnya bervariasi; 
h. dominan jenis tanaman tahunan; 
i. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman lokal dan tanaman budidaya; 
dan 
j. jarak tanaman setengah rapat sampai rapat. 
Pasal 40 
Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Permukiman/Pekarangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 huruf h sebagai berikut: 
f. kecepatan tumbuhnya bervariasi; 
g. pemeliharaan relatif; 
h. jenis tanaman tahunan atau tanaman musiman; 
i. berupa habitat tanaman lokal atau tanaman budidaya; dan 
j. jarak tanaman bervariasi. 
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Bagian Ketiga 
Pengendalian RTH 
Pasal 41 
(6) Setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau swasta 
dan/atau untuk kepentingan perorangan atau swasta yang memakai lokasi 
RTH tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin 
dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-
undangan.  
(7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan 
persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian 
RTH dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.  
(8) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin 
yang telah diberikan.  
(9) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperpanjang;  
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.  
 
Pasal 42 
(1) Dalam hal izin tidak berlaku, maka lokasi RTH yang bersangkutan harus 
dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.  
(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.  
 
BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 43 
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan, pengelolaan, 
pemanfaatan dan pengendalian RTH dilakukan oleh Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk.  
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan RTH 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.  
 
BAB VIII 
HAK DAN KEWAJIBAN 
Bagian Kesatu 
Hak dan Kewajiban Masyarakat 
Pasal 44 
(1) Masyarakat berkewajiban untuk:  
a.  menyediakan RTH pada pekarangannya masing-masing;  
b.  menanam pohon pelindung dan pohon yang kecil-kecil pada pekarangan 
masing-masing;  
c.  menanam pohon pelindung dan pohon kecil-kecil pada RTH taman 
rukun tetangga, taman rukun warga, taman kelurahan/desa, dan taman 
kecamatan dalam kawasan perkotaan; dan  
d.  menjaga dan melindungi pohon-pohon pada RTH.  
(2) Masyarakat berhak untuk:  
a.  menikmati rasa keindahaan dan kenyamanan dari keberadaan ruang 
terbuka hijau;  
b.  memanfaatkan dan menikmati hasil dari RTH Privat; dan  
c.  memanfaatkan RTH Publik.  
(3) Untuk memanfaatkan RTH Publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mendapat izin dari 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.  
 
Bagian Kedua 
Hak dan Kewajiban Pihak Swasta 
Pasal 45 
(1) Kewajiban pihak swasta, meliputi:  
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a.  pihak swasta yang akan membangun lokasi usaha, baik itu berupa 
perumahan, mall, plaza, dan sebagainya dengan areal yang cukup luas, 
wajib menyertakan konsep pembangunan RTH;  
b. menanam pohon pelindung dan pohon-pohon kecil pada lokasi usaha 
yang akan dibangunnya;  
c.  membangun dan memelihara RTH; dan  
d. mengupayakan bantuan pendanaan bagi masyarakat dalam realisasi 
pelibatan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan RTH. 
(2) Hak pihak swasta, meliputi:  
a.  menikmati rasa keindahan dan kenyamanan dari keberadaan RTH; dan  
b.  izin dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola dan 
memanfaatkan RTH.  
 
BAB IX 
PERAN SERTA MASYARAKAT 
Pasal 46 
(1) Masyarakat, swasta dan lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta 
dalam perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan 
pengendalian RTH.  
(2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaran RTH sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi:  
a. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan 
kualitas lingkungan;  
b. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di pekarangan, 
dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan, dan 
pengelolaan sampah;  
c.  turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH;  
d.  turut serta menyediakan dan memanfatkan RTH;  
e.  membentuk forum masyarakat peduli RTH atau komunitas masyarakat 
RTH di kecamatan dalam kawasan perkotaan;  
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f.  meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi perencanaan, 
pembangunan serta pemanfaatan RTH melalui sosialisasi, pelatihan dan 
diskusi di kelompok-kelompok masyarakat;  
g. meningkatkan kemampuan masyarakat, melalui forum, komunitas, dan 
lainnya dalam mengelola permasalahan, konflik yang muncul 
sehubungan dengan pembangunan RTH;  
h. menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu untuk 
proses sosialisasi;  
i. menyusun mekanisme pengaduan, penyelesaian konflik serta respon 
bersama dengan Pemerintah Daerah;  dan 
j. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan 
disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.  
(3) Peran swasta dalam penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi:  
a. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam 
membangun dan memelihara RTH;  
b. memfasilitasi proses pembelajaran kerjasama pemerintah, swasta dan 
masyarakat untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan 
penyusunan RTH perkotaan;  
c. berperan aktif dalam diskusi dan proses pembangunan sehubungan 
dengan pembentukan kebijakan publik dan proses pelibatan masyarakat 
dan swasta yang terkait dengan pembangunan RTH; dan  
d. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan 
disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian.  
(4) Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelenggaraan 
RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:  
a. membentuk sistem mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah, 
masyarakat dan swasta dalam mengatasi kesenjangan komunikasi dan 
informasi pembangunan RTH;  
b. menyelenggarakan proses mediasi jika terdapat perbedaan pendapat 
atau kepentingan antara pihak yang terlibat;  
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c. berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan penjelasan 
mengenai proses kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan 
swasta serta mengenai proses pengajuan keluhan dan penyelesaian 
konflik yang terjadi;  
d. memberikan pelatihan kepada masyarakat dan/atau yang terkait dalam 
pembangunan RTH, maupun dengan proses diskusi dan seminar;  
e. menciptakan lingkungan dan kondisi yang kondusif yang 
memungkinkan masyarakat dan swasta terlibat aktif dalam proses 
pemanfaatan ruang secara proporsional, adil dan bertanggung jawab;  
f.  bersama antara pemerintah daerah, perwakilan masyarakat dan swasta 
untuk aktif melakukan mediasi; dan  
g. menjamin tegaknya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan dan 
disepakati oleh semua pihak dengan konsisten tanpa pengecualian;  
 
BAB X 
LARANGAN 
Pasal 47 
(6) Setiap orang atau badan dilarang menebang/memotong/merusak pohon 
baik secara langsung maupun secara pelan-pelan pada kawasan RTH 
Publik tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 
(7) Setiap orang atau badan dilarangmerusak, menggali, dan/atau mengambil 
batu, tanah dan pasir pada kawasan RTH Publik. 
(8) Setiap orang atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana pada 
kawasan RTH Publik. 
(9) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pemindahan terhadap sarana 
dan prasarana pada kawasan RTH Publik tanpa izin Bupati atau pejabat 
yang ditunjuk.  
(10) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah/kotoran/limbah 
dalam kawasan RTH Publik, kecuali pada tempat-tempat yang telah 
disediakan untuk itu. 
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Pasal 48 
Setiap orang yang menguasai atau memiliki lahan di kawasan RTHPublik 
dilarang untuk melakukan kegiatan pembangunan dalam bentuk apapun, 
kecuali jika bangunan tersebut secara nyata berfungsi untuk menunjang 
fungsi RTH Publik. 
 
Pasal 49 
Pemanfaatan lahan pada kawasan RTH Publik untuk mendirikan bangunan 
yang menunjang fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus 
berdasarkan perencanaan tapak (site plan) yang disetujui oleh Bupati. 
Pasal 50 
Setiap perencanaan tapak (site plan) untuk mendirikan bangunan dalam 
kawasan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diwajibkan 
untuk memperhatikan perbandingan antara luas lahan terbangun dengan luas 
lahan terbuka hijau. 
 
Pasal 51 
Penebangan/pembunuhan pohon atau tanaman pada kawasan RTH atau di 
luar kawasan RTH dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk. 
 
Pasal 52 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin untuk 
menebang/membunuh pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan 
ketentuan: 
d. apabila batang dan atau akarnya telah lapuk dan dapat merusak ekosistem 
atau membahayakan keselamatan jiwa maupun harta benda; 
e. apabila mengganggu jaringan listrik, jaringan telepon, lalu lintas dan atau 
fasilitas umum lainnya; dan 
f. apabila menurut hasil pemeriksaan/penelitian menunjukan bahwa pohon 
atau tanaman tersebut merupakan sumber hama/penyakit 
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BAB XI 
SANKSI ADMINISTRATIF 
Pasal 53 
(2) Setiap orang atau pihak swasta yang memanfaatkan dan mengelola RTH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 44 tanpa izin 
dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dikenakan sanksi administrasi 
sebagai berikut:  
a.  teguran lisan;  
b.  peringatan tertulis;  
c.  pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;  
d.  pembatalan dan/atau pencabutan izin; atau  
e.  pembongkaran.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan 
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati.  
 
BAB XII 
PENYIDIKAN 
Pasal 54 
(1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.  
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang:  
a.  menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan 
Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap 
dan jelas;  
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b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah 
ini;  
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah 
ini;  
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;  
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukti tersebut;  
f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaan tugas penyidik 
tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;  
g.  menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;  
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur 
dalam Peraturan Daerah ini;  
i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi;  
j.  menghentikan penyidikan; dan/atau  
k.  melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
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BAB XIII 
KETENTUAN PIDANA 
Pasal 55 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, 
Pasal 50, Pasal 51, dan/atau Pasal 52 diancam pidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah).  
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor seluruhnya ke Kas 
Negara. 
(4) Pemberian sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
mengurangi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
 
BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 56 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Selayar. 
  
 
Ditetapkan di Benteng 
pada tanggal 
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, 
 
 
MUH. BASLI ALI 
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Diundangkan di Benteng 
pada tanggal 
Plt. SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, 
 
 
MARJANI SULTAN 
LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  KEPULAUAN  SELAYAR  TAHUN  2016 
NOMOR ........... 
 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, 
PROVINSI SULAWESI SELATAN : ................ 
 
 
Yang teknis dikeluarkan dalam perda kemudian dimasukkan dalam perbup, 
seperti pasal 14 ayat (2), (3), (4), pasal 15 ayat (2), pasal 17 ayat (3), (5), (7), (9), 
pasal 28 ayat (2) tetapi dibuatkan pasal atau ayat cantolan bahwa ketentuan 
lebih lanjut akan diatur dalam perbup. 
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DAFTAR KOREKSIAN FASILITASI PERDA RTH 
1. Konsideran mengingat supaya masukkan Perda Prov. Sul. Sel No. 3 
Tahun 2014 dan No. 5 Tahun 2014. 
2. Pasal 1 poin 12 supaya RTH ditulis lengkap sehingga berbunyi Ruang 
terbuka hijau publik yang selanjutnya disingkat RTH Publik. 
3. Defenisi paru-paru kota dan geometris jalan supaya dimasukkan dalam 
pasal 1. 
4. Bab II Asas, Tujuan, Fungsi dan Manfaat RTH supaya dipecah menjadi 
beberapa bagian dari bagian 1 sampai bagian 4. 
5. Antara bagian Manfaat dengan Jenis RTH supaya diberi Ruang Lingkup. 
6. Pasal 11 tentang klasifikasi RTH supaya ditambahkan Taman Kehati, 
Tahura dan Kebun Raya. 
7. Pasal 11 tentang taman pulau jalan atau median jalan supaya disatukan 
saja dengan kata median jalan. 
8. Pasal 16 ayat (1) poin c supaya dilengkapi kelurahan/desa. 
9. Pasal larangan supaya kata menyakiti diganti dengan kata merusak. 
10. Masalah yang teknis supaya dikeluarkan dari perda kemudian 
masukkan pasal/ayat cantolan bahwa ketentuan lebih lanjut akan 
diatur dalam perbup. 
 
 
 
 
 
